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PUTRI KARTIKA SARI, S320908013, 2010, PEMANFAATAN 
INSTRUMEN PENDAFTARAN HAK CIPTA MOTIF BATIK OLEH 
PENGRAJIN BATIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 
2002 TENTANG HAK CIPTADI SENTRA INDUSTRI BATIK LAWEYAN 
SOLO. Tesis : Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui alasan pengrajin batik 
Solo tidak memanfaatkan instrumen pendaftaran hak cipta.. Selain itu bertujuan 
untuk mengkaji kendala yang dihadapi dalam upaya pendaftaran terhadap karya 
cipta batik Solo dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau non doktrinal 
menggunakan data primer dan data sekunder sebagai data pendukungnya. Bentuk 
penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat diagnostik. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi pustaka. Analisis 
data dilakukan dengan kualitatif, menggunakan logika berpikir secara induktif, 
yaitu menarik kesimpulan dari premis yang bersifat khusus menjadi premis yang 
bersifat umum dan theoritical interpretation, yaitu data yang ada ditafsirkan 
berdasarkan teori dengan peraturan yang berlaku kemudian disimpulkan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pengrajin batik Solo tidak 
memanfaatkan instrumen pendaftaran Hak Cipta Motif Batik Solo. Hal ini 
dikarenakan adanya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap Undang-
Undang Hak Cipta yang rendah, tidak menganggap penting perlindungan hukum 
terhadap pendaftaran hak cipta motif batik, biaya pendaftaran hak cipta yang 
mahal, dan prosedur pendaftaran hak cipta yang berbelit-belit. Sedangkan kendala 
yang dihadapi dalam upaya pendaftaran hak cipta motif batik dalam Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu Substansi; masih banyak 
pencipta seni batik yang tidak mengetahui adanya Undang-Undang Hak Cipta, 
khususnya para pengusaha batik di tingkat menegah ke bawah. Sehingga 
perlindungan hukum terhadap pengrajin batik belum dapat dilaksanakan secara 
maksimal. Struktur; pelayanan dari petugas Direktorat jendrak Hak atas Kekayaan 
Intelektual belum bekerja dengan baik sehingga mengakibatkan prosedur yang 
berbelit-belit dan biaya pendaftaran yang mahal. Budaya; budaya para pengrajin 
batik bahwa suatu penjiplakan atau peniruan motif batik merupakan suatu hal 
yang sudah biasa karena mereka beranggapan bahwa para pengusaha kecil merasa 
bahagia dan bangga kalau hasil karya cipta motif batik mereka bisa dinikmati oleh 
pihak lain sehingga mudah tersebar luas di masyarakat, secara tidak langsung 








PUTRI KARTIKA SARI, 2010, THE USING OF CREATING RIGHT 
REGISTRATION INSTRUMENT OF BATIK MOTIVE BY BATIK 
CRAFTSMEN IN REGULATION NUMBER 19 IN THE YEAR 2002 
REGARDING CREATING RIGHT IN BATIK CENTRA INDUSTRY OF 
LAWEYAN SOLO, Thesis: Post Graduate of Law Science Program Study of 
Sebelas Maret University Surakarta. 
 This research aims to know the reason why batik craftsmen of Solo did not 
use registration instrument of creating right. Besides it also aims to study 
obstruction which is faced in the effort of registering for creating work of Solo 
Batik in regulation number 19 in the year of 2002 regarding creating right. 
     This research constitutes empiric law research or non doctrinal law 
research which is used primary and secondary data as supporting data.  The form 
of the research performed is diagnostic research. Technique of collecting data are 
done by interview and bibliotheca study. Data analysis is performed by qualitative 
analysis by using inductive thinking logic; it means that conclusion is made from 
particular premise to be general premise and theoretical interpretation that 
existing data is interpreted based on the regulation which is in force then it is 
concluded. 
      The result of the research showed that the reason of why batik Solo 
craftsmen did not use registration instrument of Solo Batik creating right, among 
of them are that the level of Batik craftsmen law awareness are still low; law 
protection against registration of Batik motive creating right is still considered 
less important; and the registration of creating right procedure is still expensive 
and procedure of registering creating right is still complicated. While the 
obstruction which is faced in the effort of creating right of Batik motive 
registration in the regulation number 19 in the year of 2002 regarding creating 
right, is its substances; there are some Batik art creator who doesn’t know about 
the existence of creating right regulation, especially Batik business doers in 
middle downward level. So the law protection of batik craftsmen had not yet been 
carried out maximally. Structure; the serving from the official of directorate 
general of intellectual property right had not yet run well, so that it caused 
complicated procedure and registration cost which is expensive. Culture; the 
culture of batik craftsmen is that the imitating or copying motive of batik is a 
common thing because they consider that small businessman feel happy and 
proud of themselves if their creating work of batik motive can be used by other 
parties so that it can easily spread out in the community, it can indirectly promote 










A. Latar Belakang 
Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan 
budaya yang sangat kaya. Hal ini sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku 
bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang 
perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber 
dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. 
Kekayaan tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat 
dimanfaatkan untuk kemampuan dibidang perdagangan dan industri yang 
melibatkan para penciptanya 
1
. 
Sejalan dengan perkembangan, budaya tersebut berkembang memenuhi 
fungsinya, baik fungsi kegunaan, fungsi sosial maupun fungsi ekonomis. 
Budaya bersumber dari pola pikir atau hasil cipta karya manusia. Hasil cipta 
karya manusia  akan memiliki nilai ekonomis atau nilai guna yang tinggi 
apabila mempunyai ciri khas atau keunikan dimana terdapat suatu sejarah atau 
proses pembuatan yang unik tradisional  serta memiliki motif tersendiri. Maka 
sangat diperlukan perlindungan hukum tersendiri dalam bentuk Hak atas 
Kekayaan Intelektual bagi hasil cipta karya manusia agar tidak terjadi 
pelanggaran-pelanggaran hukum berupa duplikasi atau produksi secara ilegal. 
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sering juga disebut Hak atas Kekayaan 
Intelektual (HaKI) adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk istilah 
bahasa Inggris “Intellectual Property Rights (IPR). HKI dapat didefinisikan 
sebagai hak yang timbul dari olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk 
atau proses yang berguna bagi manusia
2
. Pada intinya Hak Kekayaan 
                                                 
1 
Penjelasan Undang-undang nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 
2
 Soedijana, Ekonomi Pembangunan Indonesia (Tinjauan Aspek Hukum), Yogyakarta, 
2008, Universitas Atma Jaya., hlm.109. 
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Hak Kekayaan Intelektual memegang peranan yang sangat penting 
dalam pembangunan ekonomi modern dewasa ini. Dapat dikatakan bahwa 
industri modern selalu dibangun dengan berbasiskan Hak Kekayaan 
Intelektual. Pada akhir abad ke-2, perdagangan aspek Hak Kekayaan 
Intelektual juga sudah memegang peran yang cukup signifikan dalam 
perolehan devisa negara. Dewasa ini perdagangan Hak Kekayaan Intelektual 
dapat dikatakan sama pentingnya dengan dengan perdagangan barang dan 
jasa. Oleh karena itu aspek perlindungan Hak Kekayaan Intelektual juga 
semakin penting dalam hubungan ekonomi dan negara-negara dituntut untuk 
memberikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual secara baik melalui 
hukum nasional mereka masing-masing
4
. 
Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual mulai muncul di Eropa 
sekitar masa abad pertengahan
5
. Pada abad ke 16 paten secara luas digunakan 
di beberapa wilayah kekaisran Jerman. Dalam perkembangannya, 
perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam hukum internasional dijamin 
melalui berbagai konvensi internasional, salah satu diantaranya adalah The 
Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, including 
Counterfit goods (TRIPs) yang merupakan bagian dari persetujuan the World 
Trade Organization (WTO) yang juga telah diratifikasi Indonesia melalui 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahaan Agreement 
Establishing the WTO.  
Konsep Hak Kekayaan Intelektual dikenal masyarakat Indonesia mula-
mula akibat persentuhan budaya Belanda dengan Indonesia, karena Indonesia 
dijajah oleh Belanda selama kurang lebih tiga abad. Pemerintah Belanda 
mengundangkan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1912 bagi wilayah 
                                                 
3. 
Panduan Hak Kekayaan Intelektual. Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. 
Departemen Hukum da Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. hal. 3. 
4. 
Soedijana. Op.Cit. hal. 110.
 
5. 
Edith Tilton Penrose dalam buku The Economic of International Parent System yang 
dikutip oleh Soedijana. Ibid. 
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Indonesia, yang waktu itu disebut Netherlands East-Indies
6
. Setelah Indonesia 
merdeka tahun 1945, berbagai ketentuan peraturan dasar Peraturan Peralihan 
Undang-Undang Dasar 1945, berbagai ketentuan Hak Kekayaan Intelektual di 
masa kolonial tersebut masih diberlakukan sejauh tidak bertentangan dengan 
UUD 1945. 
Pada tanggal 10 Mei 1997, Indonesia meratifikasi Konvensi Paris 
tentang Perlindungan Hak Kekayaan Industri (sebagaimana direvisi di 
Stockholm tahun 1967). Ratifikasi Konvensi Paris tersebut kemudian diikuti 
dengan pembaharuan berbagai undang-undang Hak Kekayaan Intelektual, 
yakni pada tahun 1982 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 
tentang Hak Cipta. Setelah ratifikasi Indonesia terhadap Persetujuan WTO, 
maka perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Indnesia semakin 
dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan TRIPs yang merupakan salah satu 
bagian dari persetujuan-persetujuan WTO.  
Hak Kekayaan Intelektual memberikan perlindungan atas hasil karya 
intelektual. Hak ini bersumber dari kegiatan–kegiatan krearifan, suatu 
kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada umum dalam 
berbagai bentuk. Bermanfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan 
manusia serta mempunyai nilai ekonomi. Hak Kekayaan Intelektual timbul 
bila kemampuan intelektual telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, 
didengar, dibaca atau digunakan secara praktis. 
Tujuan perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual adalah untuk 
memberikan kejelasan hukum mengenai hubungan antar cipta atau penemuan 
yang merupakan hasil karya intelektual manusia dengan si pencipta atau 
penemu atau pemegang hak dan pemakai yang mempergunakan hasil karya 
intelektual tersebut. Adanya kejelasan hukum atas kepemilikan Hak Kekayaan 
Intelektual adalah merupakan pengakuan hukum serta pemberian imbalan 
                                                 
6. 
Buku Pedoman HKI. Departemen Kehakiman dan Ham Republik Indonesia. 2003. hal.5. 
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yang memberikan kepada seseorang atau usaha dan hasil karya kreatif 
manusia yang telah diciptakan atau ditemukan.
7
 
Dalam undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, pasal 12 diatur 
lebih lanjut mengenai jenis-jenis ciptaan yang dilindungi  oleh hukum, yaitu 
terbatas pada lingkup ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Pada Penjelasan 
Pasal 12 Huruf i disebutkan Batik yang dibuat secara konvensional dilindungi 
dalam undang-undang ini sebagai bentuk ciptaan tersendiri. Karya-karya 
seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik 
ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan 
pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yangmerupakan 
kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah seperti songket, 
ikat dan lain-lain yang dewasa ini dikembangkan. Disamping itu perlindungan 
juga diberikan terhadap semua ciptaan yang belum diumumkan akan tetapi 
sudah merupakan bentuk kesatuan yang nyata  yang memungkinkan 
memperbanyak hasil karya tersebut. 
Pemahaman mengenai undang-undang di bidang Hak Kekayaan 
Intelektual di kalangan masyarakat produsen masih rendah di samping teknis 
pelaksanaan perolehan pengakuan hak cipta atas suatu karya cipta memiliki 
banyak hambatan yaitu pemahaman teknologi, prosedur teknis serta minimnya 
apresiasi atau penghargaan dari masyarakat lokal itu sendiri. Kendala-kendala 
ini menyebabkan pelaksanaan undang-undang di bidang hak kekayaan 
intelektual belum berjalan efektif. Hal ini  ditengarai dengan banyaknya 
permasalahan-permasalahan yang muncul di permukaan seperti pembajakan 
atau memproduksi suatu karya cipta secara ilegal. 
Hak Kekayaan Intelektual menjadi sangat penting untuk menggairahkan 
laju perekonomian dunia  yang pada akhirnya membawa kesejahteraan umat 
manusia. Meskipun terus ada upaya pengurangan angka tarif dan kuota secara 
gradual dalam rangka mempercepat terbentuknya perdagangan bebas, jika 
produk impor barang dan jasa dibiarkan bebas diduplikasi dan direproduksi 
                                                 
7
 Setijarto, Hak atas Kekayaan Intelektual dan kekayaan intelektual Tradisional dalam 
konteks Otonomi  Daerah, Yogyakarta, 2000,  Mimbar huku, hlm. 1.
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Indonesia dikenal memiliki keragaman hayati yang tinggi, bahkan 
tergolong paling tinggi di dunia. Bukan itu saja, negeri kita juga mempunyai 
beragam budaya dan karya tradisional. Namun tanpa disadari, banyak aset dan 
kekayaan intelektual lokal itu telah terdaftar di luar negeri sebagai milik orang 
asing. Kurangnya kesadaran akan pentingnya aset karya intelektual ini telah 
mengakibatkan kerugian yang besar bagi Indonesia.
9
 Indonesia dikenal di 
manca negara memiliki beragam karya seni, mulai dari patung bali, tenunan, 
batik dan anyaman. Namun amat disayangkan produk tradisional itu tidak 
sedikit yang telah dinyatakan sebagai milik asing antara lain produk kerajinan 
rotan, yang terdaftar di lembaga paten Amerika Serikat atas nama orang 
Amerika. Demikian pula dengan tempe dan batik yang terdaftar sebagai 
penemuan orang Jepang dan Malaysia.
10
 
Berbicara karya cipta mengenai batik, merupakan karya tradisional yang 
menjadi komoditas besar yang mendatangkan keuntungan dan pemasukan 
devisa yang lumayan. Apabila terdaftarnya karya seni tersebut di luar negeri, 
maka pengekspor dari Indonesia, dapat dikenai untuk membayar royalti bila 




Batik merupakan karya seni budaya bangsa Indonesia yang dikagumi 
dunia. Batik telah menjadikan bangsa indonesia sebagai salah satu negara 
terkemuka penghasil kain tradisional yang halus di dunia. Julukan ini datang 
dari suatu tradisi yang cukup lama berakar di  bumi Indonesia, sebuah sikap 
adati yang sangat kaya, baraneka ragam, kreatif serta artistik.
12
 
Batik merupakan kain tradisional yang memiliki design motif-motif unik 
dimana kain tersebut tidak akan terlepas dari acara-acara adat dari kelahiran 
                                                 
8
 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta, 2009,  Sinar Grafika, hlm.5.
 
9
 Ibid; hlm. 6. 
10
 Ibid; hlm. 8.
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 Santoso Doellah, Batik Pengaruh Zaman dan Lingkungan,  Solo, 2002, Batik Danar Hadi, 
hlm. 5. 
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hingga kematian seseorang. Batik dalam motifnya memiliki suatu aura atau 
filosofi Jawa yang mewakili status hingga perasaan seseorang yang memakai. 
Dahulu batik terkenal sebagai kain-kain adat milik kalangan keraton namun 
perkembangan jaman menyatakan kain tersebut mulai dikenal dan dikenakan 
oleh masyarakat umum bahkan mengalami perkembangan desain yang 
disesuaikan dengan kepentingan ataupun minat masyarakat umum dengan kata 
lain mengikuti trend mode disesuaikan dengan kebutuhan. Karena keunikan 
kain inilah menjadikan batik kian digemari dari masyarakat domestik hingga 
publik di luar negeri.
13
 
Batik saat ini secara umum dikenal menjadi dua laras motif batik yaitu 
batik tradisional dan batik kontemporer. Pembedaan ini didasarkan atas motif 
yang terdapat pada kain tersebut meskipun dari sisi proses pengerjaan dan 
pewarnaan pun mengalami perkembangan pula
14
. Batik tradisional memiliki 
motif-motif yang khas klasik yang mengandung makna filosofis, yaitu pada 
dasarnya motif batik tradisional dilambangkan dalam bentuk tumbuhan yang 
berarti kemakmuran, gunung atau awan yang menggambarkan kedudukan 
tinggi, garuda berarti keteguhan hati seperti matahari, binatang-binatang, 
burung-burung, pusaka, naga, api, air serta dikenal pula motif parang yaitu 
motif dalam bentuk kemiringan dengan ilustrasi motif tertentu. Jenis kain 
yang digunakan pun beragam dari kain mori, katun hingga sutra ataupun 
terkini adalah dari jenis handuk. Proses pengerjaan dasar batik dilakukan 
secara tulis atau cap dan biasanya menggunakan pewarna alami.
15
 
Batik kontemporer menampilkan motif-motif batik yang geometric serta 
pengaturan komposisi yang beragam dan tidak sesuai dengan pola-pola batik 
pada umumnya. Inspirasi dari setiap motif batik kontemporer biasanya adalah 
elemen-elemen yang terdapat dalam batik itu sendiri ataupun elemen-elemen 
lain di luar batik. Inspirasi dari batik tradisional hanya menjadi "jiwanya" 








 Ibid; hlm. 10.
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Baik motif batik tradisional maupun motif batik kontemporer semakin 
diminati, berkembang dan menjadi inspirasi bagi pihak lain. Indonesia 
memiliki ribuan jenis motif  batik namun masih sedikit yang mendapatkan 
perlindungan hak intelektualnya. Solo yang dikenal sebagai sentra batik, 
memiliki ratusan jenis  motif batik, namun baru beberapa motif batik yang 
mendapatkan sertifikat hak ciptanya. Solo sendiri merupakan ikon sebagai 
salah satu penghasil batik tradisional disamping sekarang berkembang pula 
batik kontemporer. Batik di Solo  merupakan produksi utama yang 
memberikan kontribusi pendapatan sangat besar hingga menembus pasar 
ekspor. Ada  suatu motif batik tradisional asli Solo yaitu batik motif parang 
klithik yang hak ciptanya dipegang oleh negara Malaysia. Beberapa kalangan 
menilai bahwa masyarakat Solo kecolongan atas hal ini karena benar-benar 
motif tersebut merupakan kreasi anak bangsa. Untuk itu diperlukan adanya 
suatu proteksi yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan agar motif-
motif lain tidak diambil oleh pihak luar. 
Data menyebutkan bahwa dari 3000 motif batik Solo baru sekitar 215 
(7,16%) motif yang sudah didaftarkan Hak Kekayaan Intelaktual nya. Pihak 
pemerintah kelola bersama dengan para pengrajin berharap agar tahun ke 
depan dapat pula mendaftarkan motif-motif batik yang lain agar motif-motif 
yang tersisa tidak diajukan hak ciptanya oleh negara lain.
17
 
Dengan adanya pengklaiman motif-motif batik yang telah ada, 
diharapkan para pengrajin batik untuk segera mendaftarkan motif-motif yang 
mereka miliki yang terus dikembangkan agar tidak diklaim lagi oleh bangsa 
lain, maupun pengrajin batik lain. Peran serta aparrat terkait untuk 
memberikan sosialisasi akan pentingnya pendaftaran motif-motif batik dirasa 
sangat perlu.  
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Hal ini sebenarnya memerlukan apresiasi dari berbagai khalayak yang 
merupakan suatu penghargaan, pemahaman serta penerimaan terhadap motif 
kain batik sehingga tidak akan hilang tertelan perkembangan jaman. Hal 
utama dalam perlindungan terhadap hak cipta motif batik Solo adalah upaya 
pemahaman dari masyarakat luas terutama dari kalangan produsen dan 
pengrajin batik untuk melindungi karya-karyanya dengan cara mendaftarkan 
motif-motif yang mereka miliki untuk mendapatkan nperlindungan Hak 
Cipta.. 
Bagi masyarakat Indonesia,  perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 
masih memerlukan waktu untuk diterima secara umum. Oleh karenanya butuh 
adanya sikap penghargaan, penghormatan dan perlindungan disamping rasa 
aman, juga akan mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan gairah 
untuk menghasilkan karya-karya yang inovatif, inventif dan produktif. Untuk 
itu diperlukan adanya kajian mengenai pentingnya perlindungan Hak 
Kekayaan Intelektual mengenai motif batik.  
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas 
maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 
1. Mengapa pengrajin batik Solo tidak memanfaatkan instrumen pendaftaran 
hak cipta motif batik Solo? 
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam upaya pendaftaran terhadap karya 
cipta batik Solo dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang 
Hak Cipta?  
 
C. Tujuan Penelitian 
Dalam suatu penelitian ilmiah, hendaknya mempunyai tujuan yang jelas 
yang akan dicapai. Hal ini tentunya akan sangat berguna untuk memberikan 
arah yang jelas sesuai dengan maksud diadakannya penelitian. Adapun yang 
menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Tujuan Obyektif 
a) Untuk mengetahui alasan pengrajin batik Solo tidak memanfaatkan 
instrumen pendaftaran hak cipta. 
b) Untuk mengkaji kendala yang dihadapi dalam upaya pendaftaran 
terhadap karya cipta batik Solo dalam Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 
2. Tujuan Subyektif 
a) Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama 
penyusunan tesis dalam rangka memenuhi persyaratan akademis guna 
memperoleh gelar sebagai  Magister Program Studi Ilmu Hukum pada 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b) Untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman aspek hukum di 
dalam teori dan praktek khususnya mengenai permasalahan yang 
diangkat. 
c) Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis 
peroleh agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya 
dan bagi masyarakat pada umumnya. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a) Memberi kajian dalam ilmu hukum pada umumnya dan mengenai Hak 
Kekayaan Intelektual , khususnya mengenai Hak Cipta Batik Solo. 
b) Hasil penelitian ini dapat menambah referensi sebagai bahan acuan 
bagi penelitian yang akan datang apabila sama bidang penelitiannya. 
2. Manfaat Praktis 
a) Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan untuk 
mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang 
diperoleh. 
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b) Mencocokkan bidang Ilmu Hukum yang telah diperoleh dalam teori 
dengan kenyataan yang ada dalam praktek. 
c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap 
permasalahan yang diteliti serta dapat memberikan masukan untuk 
mengetahui perlindungan hukum dalam bidang Hak Cipta khususnya 






























A. Kerangka Teoritik 
1. Hak Kekayaan Intelektual ( HKI )  
a. Hak Kekayaan Intelektual ( HKI ) Secara Umum 
Hak Kekayaan Intelektual adalah harta kekayaan intelektual yang 
dilindungi oleh undang-undang. Setiap orang wajib menghormati Hak 
Kekayaan Intelektual orang lain. Hak Kekayaan Intelektual tidak boleh 
digunakan oleh orang lain tanpa izin pemiliknya, kecuali ditentukan 
oleh undang-undang. Perlindungan hukum berlangsung selama jangka 
waktu menurut bidang dan kualifikasinya. Apabila orang lain ingin 
menikmati manfaat ekonomi dari Hak Kekayaan Intelektual orang lain, 
maka dia wajib memperoleh izin dari orang yang berhak. Penggunaan 
Hak Kekayaan Intelektual orang lain tanpa izin tertulis pemiliknya atau 
pemalsuan atau menyerupai Hak Kekayaan Intelektual orang lain, hal 
itu merupakan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. 
Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh undang-
undang guna mencegah terjadi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual 
oleh orang lain yang tidak berhak. Jika terjadinya pelanggaran, maka 
pelanggaran pelanggaran tersebut harus diproses hukum, dan bila 
terbukti melakukan pelanggaran, maka akan dijatuhi hukuman sesuai 
ketentuan undang-undang Hak Kekayaan Intelektual yang dilanggar 
itu. Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual mengatur jenis 
perbuatan pelanggaran serta ancaman hukumnya, baik secara pidana 
maupun perdata. 
Untuk memahami apakah perbuatan itu merupakan pelanggaran  
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a) Larangan undang-undang perbuatan yang  dilakukan oleh seseorang 
pengguna Hak Kekayaan Intelektual dilarang dan dengan hukum 
oleh undang-undang. 
b) Izin ( lisensi ) pengguna Hak Kekayaan Intelektual melakukan tanpa 
persetujuan (lisensi) dari pemilik pemegang hak terdaftar. 
c) Pembatasan undang-undang pengguna Hak Kekayaan Intelektual 
melampaui batas ketentuan yang telah ditetapkan undang-undang. 
d) Jangka waktu penggunaan Hak Kekayaan Intelektual I dilakukan 
dalam jangka wakyu yang telah ditentukan  oleh undang-undang 
atau perjanjian tertulis atau lisensi.   
                    
b. Hak Kekayaan Intelektual ( HKI ) 
Hak kekayaan intelektual, disingkat dengan “HKI” atau akronim 
“HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intelektual 
Property Right( IRP), yakin hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak 
yang memghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk 
manusia. Pada intinya Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk 
menikmati secara ekomonis hasil dari suatu kreatifitas intelektual. 
Obyek yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah karya-
karya yang timbul atau lahir karena kemempuan intelektual manusia
19
. 
Secara substantif pengertian Hak Kekayaan Intelektual dapat 
diuraikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena 
intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak 
milik yang berada dalam lingkup kehidupan tehnologi, ilmu 
pengetahuan ataupun seni dan sastra. Kepemilikan terhadap hak 
tersebut bukanya terhadap barangya melainkan terhadap hasil 
kemampuan intelektual manusia, yakni diantara ekpresi dari suatu ide 
dan bukannya melindungi ide. Hak Kekayaan Intelektual ini baru ada 
bila kemampuan intelektual manusia telah membentuk suatu hasil yang 
dapat dilihat, dibaca, didengar maupun digunakan secara praktis. Hak 





atas kekayaan tersebut harus sudah berbebtuk atau berwujud. 
Disamping itu ada persyaratan tambahan bahwa asil persyaratan 
Intelektual itu harus dapat memecahkan masalah tertentu di bidang 
tehnologi dapat berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan 
dan pengembangan proses  atau hasil produksi maupun bentuk tersebut 
berupa tanda yang memiliki daya pembeda dengan yang lain.  
Sifat asli dari dari hak milik intelektual diantaranya : 
a) Mempunyai jangka waktu terbatas 
Dalam arti setelah habis masa perlindungannya ciptaan (penemuan) 
tersebut akan menjadi milik umum, namun ada pula apabila habis 
masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi. 
b) Bersifat eksklusif dan mutlak  
Bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun dalam 
arti pemegang hak ini dapat menuntut terhadap pelanggaran yang 
dilakukan oleh siapapun. Pemegang hak milik intelektal 
mempunyai suatu hak monopoli dimana dengan haknya tersebut 
dapat melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan / 
penemuan ataupun mengguanakanya. 
c) Bersifat hak multlak bukan kebendaan. 
Prinsip-prinsip mengenai sistem hak milik intelektual untuk 
menselaraskan kepentingan dalam masyarakat baik kepentingan 
pribadi maupun kepentingan masyarakat itu sendiri yaitu
20
 :  
a) Prinsip Keadilan (the principleof natural justice)  
Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan 
intelektualnya yang wajar memperoleh imbalan baik berupa materi 
maupun bukan materi,seperti adanya rasa aman karena dilindungi, 
dan dilindungi atas hasil karyanya. Hukum memberikan 
perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk 
bertindak dalam rangka kepentingan berupa suatu kekuasaan untuk 
                                                 
20




bertindak dalam rangka kepentingan yang disebut hak. Alasan 
melekatnya hak pada Hak Kekayaan Intelektual adalah penciptaan 
berdasarkan kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini pun tidak 
terbatas didalam negeri pencipta sendiri, melainkan dapat meliputi 
perlindungan diluar batas negaranya.  
b) Prinsip Ekomomi (the ecomomic argument) 
Hak Kekayaan Intelektual yang diekspresikan kepada khalayak 
umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan nilai 
ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Adanya nilai 
ekonomi pada Hak Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan bagi 
pemiliknya. Pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan 
terhadap karyanya, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti 
terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptaanya. 
c) Prinsip Kebudayaan (cultural argument) 
Setiap negara menpunyai cara panndang yang berbeda mengenai 
prinsip yang melekat pada Hak Kekayaan Intelektual ini. 
Penekananya dapat didasarkan pada sistem hukumnya, sistem 
politiknya dan landasan filosofisnya serta sejarah kemerdekaan 
suaru negara yang dilaluinya.  
d) Prinsip Kebudayaan (the cultural argument) 
Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra 
sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban 
dan martabat manusia. Selain itu, akan memberikan keuntungan 
baik bagi masyarakat, bangsa maupun negara. Pengakuan atas 
kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dilakukan dalam sistem 
Hak Kekayaan Intelektual diharapkan mampu membangkitkan 





c. Pengelompokan dan Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di 
Indonesia 
 Secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual dibagi dalam 2 (dua) 
bagian, yaitu:  
a) Industrial property right (hak kekayaan industri), berkaitan dengan 




2) desain industri 
3) rahasia dagang 
4) desain tata letak terpadu 
b) Copyright (hak cipta), memberikan perlindungan terhadap karya 
seni, sastra dan ilmu pengetahuan seperti film, lukisan, novel, 
program komputer, tarian, lagu, batik, dsb. 
Sedangkan peraturan undang-undang Hak Kekayaan Intelektual di 
Indonesia saat ini, yaitu : 
1) Hak Cipta diatur dalam undang-udang No. 19 Tahun 2002 
2) Paten daitur dalam undang-undang No. 14 Tahun 2001 
3) Merk daitur dalam undang-undang No. 15 Tahun 2001 
4) Desain Industri dalam undang-undang No. 31 Tahun 2000 
5) Rahasia Dagang dalam undang-undang No. 30 Tahun 2000 
6) Desain Tata Letak Sirkuit dalam undang-undang No. 32 Tahun 
2000 
 
d. Indikasi Geografis 
Suatu karya intelektual tradisional ternyata meemiliki kaitan yang 
sangat erat dengan indikasi geografis dan indikasi asal dimana karya 
tersebut oleh anggapan masyarakat umum dijadikan sebagai publik 
domain. Indikasi Geografis adalah sustu tanda yang menunjukan daerah 
asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor 
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alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut 
memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. 
Indikasi Geografis atau indikasi asal memiliki kesamaan dengan merek 
yaitu sebagai tanda namun fungsinya disini adalah untuk mengindikasikan 
asal usul dan jaminan kualitas dari suatu prodok yang dipasarkan. 
Perlindungan indikasi geografis tersebut meliputi barang-barang yang 
dihasilkan oleh
21
 :  
-Barang hasil pertanian  
- Hasil kerajinan tangan 
- Makanan  
Misal: Gudeg Jogja, Brem Bali, Batik Solo dan sebagainya. 
Yang berhak mengajukan perlindungan indikasi geografis antara lain 
oleh : 
1. Lembaga yang memiliki masyarakat didaerah yang memproduksi 
barang tersebut antara lain : 
a. Produsen barang-barang hasil pertanian  
b. Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil pertanian 
atau hasil    industri. 
c.  Pedagang yan menjual barang-barang tersebut. 
2. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu  
Yang dimaksud lenbaga yang mendapat kewenangan ini adalah 
lembaga yang mewakili masyarakat didaerah itu yang memproduksi 
barang-barang tersebutatau lembaga Pemerintah Daerah atau Lembaga 
resmi lainnya. 
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.    Sutijarto, Hak Atas Kekayaan Intelektul dan Kekayaan Intelektual dan kekayaan 





2. Tinjauan Tentang Hak Cipta 
a. Pengertian Hak Cipta 
Dalam kepustakaan hukum Indonesia yang pertama dikenal 
adalah Hak Pengarang atau Hak Pencipta (autor right), yaitu setelah 
diberlakukannya Undang-Undang Hak Pengarang ( Auteurswet 1912 
Stb. 1912 Nomor 600 ), kemudian menyusul istilah Hak Cipta. Istilah 
inilah yang kemudian  dipakai dalam peraturan perundang-undangan 
selanjutnya. Pengertian kedua istilah tersebut menurut sejarah 





 asal mulanya menggambarkan hak untuk 
menggandakan atau memperbanyak suatu karya cipta. Istilah copyright 
( Hak Cipta ) tidak jelas siapa yang pertama kali memakainya, tidak 
ada satu pun perundang-undangan yang secara jelas menggunakannya 
pertama kali. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau 
penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya 
atau memberi ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-
pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Disebutkan dalam Undang-Uundang Hak Cipta, Hak Cipta 
merupakan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan 
bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh 
memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam 
pengertian pengumuman atau memperbanyak disini termasuk kegiatan 
menterjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalih wujudkan, 
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  Muhamad Djumhana, Hak Milik Intelektual Sejarah,Teori dan Prakteknya  di Indonesia, 
Bandung, 2003, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.47.
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domain, would be viewed as gross First Amendment violations. Outside of copyright, for example, 
a court order suppressing a book (especially in the form of a preliminary injunction) is called a 
―prior restraint,‖ ―the most serious and the least tolerable infringement on First Amendment 
rights.‖3 In copyright law, however, such orders are routine. Just last year, in a much-publicized 
case, a federal district court enjoined publication of The Wind Done Gone, the novel about a slave 
born on Gone with the Wind’s Tara plantation. (Jed Rubenfeld, The Freedom of Imagination: 
Copyright’ Constitutionality, The Yale Law Journal, Vol. 112, 2002) 
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menjual, menyewakan, meminjamkan, memamerkan, memunjukkan 
kepada publik melalui sarana apapun.  
 
b. Ketentuan Hak Cipta di Indonesia 
Indonesia pertama kali mengenal hak cipta pada tahun 1812, yaitu 
pada masa Hinsia Belanda. Berdasarkan Pasal 131 dan 163.I.S., Hukum 
yang berlaku di Negeri Belanda yang juga berlaku di Indonesia 
berdasarkan asas konkordasi. Undang-undang saat itu adalah Auterswet 
1912 yang  terus berlaku hingga indonesia merdedeka berdasarkan 
ketentuan pasal 11 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945
24
. 
Indonesia baru berhasil menciptakan undang-undang Hak Cipta 
sendiri pada tahun 1982, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang 
Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Undang –undang ini sekaligus 
mencabut  Auterswet 1912 yang dimaksud untuk  mendorong dan 
melindungi penciptaan, menyebarluaskan hasil kebudayaan di bidang 




Selanjutnya pada tahun 1987, Undang-Undang Hak Cipta 1982 
disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang 
perunahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak 
Cipta. Penyempurnaan ini dimaksudkan untuk meumbuhkan iklim yang 
lebih baik  bagi tumbuh kembangnya gairah mencipta dibidang ilmu 
pengetahuan , seni dan sastra. 
Penyempurnaan berikutnya adalah pada tahun 1997 dengan 
berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. penyempurnaan ini 
diperlukan sehubungan dengan perkembangan kehidupan yang 
berlangsung cepat, terutama di bidang perekonomian ditingkat nasional 
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    Akhirnya pada tahun 2002, Undang-Undang Hak Cipta yang baru 
telah diundangkan dengan mencabut dan menggantikan Undang-Undang 
Hak Cipta 1997 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang 
Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta 2002 ini memuat perubahan-
perubahan yang disesuaikan dengan TRIPs dan penyempurnaan beberapa 
hal perlu untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual 
dibidang hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan 





c. Kekhususan Hak Cipta 
Dalam hak cipta terkandung pula hak ekonomi (economic right) 
dan hak moral (moral right) yaitu 
a) Hak ekonomi (economic right) 
Yaitu hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas hak cipta. 
Hak   ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang 
diperoleh karena penggunaan hak ciptanya tersebut oleh dirinya 
sendiri, atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan 
lisensi
28




1) Hak Reproduksi (repoduction right) 
 yaitu hak untuk menggandakan ciptaan. Undang-Uundang Hak 
Cipta   Nomor 19 Tahun 2002 menggunakan istilah 
perbanyakan. 
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2) Hak adaptasi (adaptation right) 
yaitu hak untuk mengadakan adaptasi terhadap hak cipta yang 
sudah ada. Hak ini diatur dalam konvensi Bern. 
3) Hak Distribusi (distribution right) 
yaitu hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil 
ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan. Dalam 
Undang-Uundang Hak Cipta   Nomor 19 Tahun 2002, hak ini 
dimasukan dalam hak mengumumkan. 
4) Hak Pertunjukan (performance right) 
yaitu untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk 
pertunjukan atau penampilan oleh pemusik, dramawan, 
seniman, peragawati. Hak ini diatur dalam Bern Convention. 
5) Hak Penyiaran (broadcasting right) 
yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui transmisi dan 
transmisi ulang, Dalam Undang-Uundang Hak Cipta , hak ini 
dimaksudkan dalam hak mengumumkan.  
6) Hak programa kabel (cablecasting right) 
yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui kabel. Hak ini 
hmpur sama dengan hak penyiaran, tetapi tetapi tidak melalui 
transmisi melainkan kabel. 
7) Droit de suit 
yaitu hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan. 
8) Hak pinjam masyarakat (publik lending right) 
yaitu hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di 
perpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat. Hak ini 
berlaku di Inggris dan diatur dalam Public Lending Right Act 
1979, The Public Lending Right Scheme 1982. 
b) Hak Moral (moral right)  
 Yaitu hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi 
pencipta atau penemu. Hak moral melekat pada pribadi pencipta. 
Hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat 
 34 
pribadi dan kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang 
berkenaan dengan nama baik, kemampuan, dan integritas yang 
hanya dimiliki pencipta. Kekal artinya melekat pada pencipta 
seumur hidup bahkan setelah meninggal dunia
30
. Termasuk hak-
hak moral antara lain sebagai berikut
31
  
1) Hak untuk menuntut pada pemegang hak cipta supaya 
namanyan tetap   dicantumkan pada ciptaanya. 
2) Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan tanpa 
persetujuan pencipta atau ahli warisnya. 
3) Hak pencipta untuk mengadakan perubahan pada ciptaan sesuai 
dengan tuntutan perkembangan dan kepatuhan dalam 
masyarakat.  
 
d. Prinsip-prinsip Hak Cipta 
Prinsip-prinsip dasar yang terdapat pada hak cipta, yaitu
32
: 
a) Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. 
Dari prinsip ini diturunkan beberapa prinsip, yakni : 
1) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat 
menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang. 
2) Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang 
bersangkutan  diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk 
material yang lain.  
3) Karena hak cipta adalah hak khusus maka tidak ada orang lain 
yang boleh melakukan itu kecuali dengan izin pencipta.
33
 
b) Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis).
34
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d) Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui oleh 
hukum (legal right) yang ahrus dipisahkan dan dibedakan dari 
[enguasaan fisik suatu ciptaan 




e. Ruang Lingkup Hak Cipta 
Pada dasarnya yang dilindungi oleh Undang-Uundang Hak Cipta   
Nomor 19 Tahun 2002 adalah pencipta yang atas inspirasinya 
menghasilkan setiap karya dakam bentuk yang khas dan memunjukkan 
keasliannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Tanpa 
adanya pencipta dengan alter egonya tidak akan lahir suatu ciptaan 
yang dilindungi hak cipta.
37
 
Bidang-bidang yang dilindungi hak cipta berdasarkan ketentuan 
pasal 12 ayat (1) Undang-Uundang Hak Cipta   Nomor 19 Tahun 2002 
adalah:
38
 Ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri 
dari: 
a) Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis 
yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. 
b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. 
c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 
pengetahuan. 
d) Lagu atau alat musik dengan atau tanpa teks. 
e) Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dab 
pantomin. 
f) Seni rupa dalam segala bentuk seni likis, gambar, seni ukir, seni 
kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. 
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i) Seni batik 
j) Fotografi 
k) Sinematografi 
l) Terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, database, karya lain 
dari hasil pengalih wujudan. 
 
f. Tinjauan Tentang Pencipta atau Pemegang hak cipta 
Yang dimaksud dengan pencipta adalah: Seseorang atau 
beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya 
melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, 
kecekatan ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk 
yang khas dan bersifat pribadi.
39
  
Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang 
diciptakan dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah 
orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan 
itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai 
pencipta ialah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi 
hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu. 
Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan 
dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang 
yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan 
itu.Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja dalam hubungan 
kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat karya cipta 
itu dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta, kecuali apabila 
diperjanjikan lain antara kedua pihak.Jika suatu badan hukum 
mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari padanya dengan tidak 
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menyebut seseorang sebagai peciptanya badan hokum tersebut 
dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya.
40
 
Pada dasarnya yang dilindungi oleh Undang-Uundang Hak Cipta   
Nomor 19 Tahun 2002 adalah pencipta yang atas inspirasinya 
menghasilkan setiap karya dakam bentuk yang khas dan memunjukkan 
keasliannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Tanpa 
adanya pencipta dengan alter egonya tidak akan lahir suatu ciptaan 
yang dilindungi hak cipta.
41
 
Yang digolongkan oleh Undang-Uundang Hak Cipta   Nomor 19 
Tahun 2002, sebagai  pencipta dan pemegang Hak Cipta dapat dirinci 






 Biasanya, Pencipta suatu Ciptaan merupakan Pemegang Hak Cipta 
atas Ciptaannya  Dengan kata lain, Pemegang Hak Cipta yang 
menerima hak tersebut dari Pencipta. Atau orang lain yang 
menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas. 
b) Pemerintah 
 Seorang karyawan “pegawai negeri sipil” yang dalam hubungan 
dinasnya dengan Instansi Pemerintah menciptakan suatu ciptaan 
dan ciptaan tersebut menjadi bagian dari tugas sehari-hari 
karyawan tersebut, menjadi bagian dari tugas sehari-hari karyawan 
tersebut, tidak dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta, 
kecuali bila diperjanjikan lain antara pencipta dengan isntansi 
pemerintah tempatnya bekerja. Yang menjadi pemengang hak cipta 





 Eddy Damian. Hukum Hak…,Op. cit…, hlm. 131. 
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adalah instansi pemerintah yang untuk dan dalam dinas pegawai 
negeri sipil ciptaan itu dikerjakan, dengan tidak mengurangi hak 




c) Pegawai Swasta 
 Lain hainya dengan seorang karyawan “Pegawai Perusahaan 
Swasta” yang dalam hubungan kerja dengan perusahaan 
menciptakan suatu ciptaan. Pencipta yang merupakan pihak yang 
membuat ciptaan itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang hak 
cipta, kecuali bila diperjanjikan lain antara kedua pihak.
45
 
d) Pekerja Lepas (Freelancers) 
 Hak cipta atas suatu ciptaan yang dibuat berdasarkan pesanan 
berada ditangan yang menbuat ciptaan itu. Yang membuat ciptaan 
itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang Hak Cipta, kecuali 




 Negara Republik Indonesia adalah pemengang Hak Cipta atas:  
1) Karya peninggalan prasejarah, dan benda budaya nasional 
lainnya; 
2) Folklor dan hasil kebudayaan rakyat menjadi milik bersama, 
seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan 




g. Hak Cipta dari Pemegang Hak Cipta 
Dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 ditentukan 
bahwa Pencipta atau penerima hak (kedua-duanya Pemegang Hak Cipta) 
mempunyai hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak 
Ciptaannya. Atau, memberi izin kepada orang lain untuk melakukan 
                                                 
44
 Undang-undang Hak Cipta. Pasal 8 ayat  
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 Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang  Hak Cipta Pasal
 
 39 
pengumuman dan perbanyakan Ciptaan yang dipunyai, tanpa mengurangi 
pembatasan-pembatasan yang diatur oleh undang-undang yang berlaku.
48
 
Arti kata Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, penjualan, 
pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa 
pun, termasuk media Internet, atau melakukan dengan cara apa pun 
sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
49
 
Dan anti Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik 
secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan 
menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk 
mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.
50
 
Sehubungan dengan hak-hak Pencipta untuk mengumumkan dan 




1. Hak untuk mengumumkan yang berarti Pencipta atau Pemegang 
Hak Cipta berhak mengumumkan (right to publish) untuk yang 
pertama kalinya suatu Ciptaan di bidang seni atau sastra atau ilmu 
pengetahuan; 
2. Hak untuk mengumumkan dengan cara memperdengarkan Ciptaan 
lagu yang direkam, misalnya kepada publik secara komersial di 
restoran-restoran, hotel, dan pesawat udara;  
3. Hak untuk menyiarkan suatu Ciptaan di bidang seni atau sastra 
atau ilmu pengetahuan dalam bentuk karya siaran dengan 
menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui 
sistem elektromagnetik; 
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4. Hak untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa 
persetujuannya menyewakan Ciptaan karya film dan program 
komputer untuk kepentingan yang bersifat komersial. 
Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 
2002 yang dapat digolongkan sebagai pencipta adalah: 
1. Orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan 
pengumuman resmi tentang pendaftaran pada Direktorat Jenderal 
Hak Kekayaan Intelektua 
       a. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan 
sebagai pencipta pada suatu ciptaan; 
    b. Orang yang berceramah pada ceramah yang tidak tertulis dan tidak 
ada pemberitahuan siapa penciptanya, kecuali dapat dibuktikan 
sebaliknya; 
2. Orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian ciptaan, atau jika 
tidak ada orang itu, orang itu menghimpunnya dengan tidak 
mengurangi Hak Cipta masing-masing bagian ciptaannya, yaitu jika 
suatu ciptaan terdiri dari beberapa bagian tersebdiri yang diciptakan 
dua orang atau lebih; 
3. Orang yang merancang ciptaan, yaitu jika suatu ciptaan yang 
 dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain 
dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang 
4. Orang yang membuat ciptaan, yaitu dalam hubungan dinas, hubungan 
kerja atau berdasarkan pesanan, kecuali diperjanjikan lain; 
5. Badan hukum yang mengumumkan ciptaan dengan tidak menyebut 
seseorang sebagai penciptanya, kecuali dibuktikan sebaliknya; 
6. Terhadap ciptaan yang tidak diketahui penciptanya, maka berlaku 
ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002: 
a. Apabila suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu 
belum diterbitkan, maka Negara memegang Hak Cipta atas ciptaan 
tersebut untuk kepentingan penciptanya; 
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b. Negara memegang Hak Cipta atas karya pra sejarah, sejarah,benda, 
budaya nasional, juga memegang Hak Cipta atas hasil kebudayaan 
rakyat yang telah menjadi milik bersama terhadap luar negeri. 
c.  Apabila suatu ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui 
penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama 
samaran penciptanya, maka penerbit memegang Hak Cipta 
atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya. 
Sebuah karya tulis agar mendapatkan suatu perlindungan Hak 
Cipta maka harus merupakan karya yang asli. Maksudnya, karya tersebut 
harus dihasilkan oleh orang yang mengakui karya tersebut sebagai 
ciptaannya. Dan ciptaan tersebut bukan merupakan jiplakan/tiruan dari 
ciptaan lain dan pencipta telah menggunakan kemampuan pikiran, 
imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke 





h. Masa Berlaku Hak Cipta 
Masa berlaku mengenai hak cipta telah tercantum dalam pasal 29 
ayat (1) Undang-indang Hak Cipta, mengenai Hak Cipta atas ciptaan:
53
 
a) buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; 
b) drama, atau drama musikal, tari, koreografi; 
c) segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, seni patung; 
d) seni batik; 
e) lagu atau musik dengan atau tanpa teks; 
f) arsitektur; 
g) ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya; 
h) alat peraga; 
i) peta; 
j) terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai, 
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berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima 
puluh) tahun setalah pencipta meninggal dunia. 
Selanjutnya hak cipta atas ciptaan: program komputer, 
sinematografi, fotografi, database, dan karya hasil pengalihwujudan 
diberikan perlindungan selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama 
kali diumumkan.
54
 Hak cipta atas perwajahan karya tulis yang 




Seluruh karya cipta yang dilindungi oleh UUHC 2002 yang 
dimiliki dan dipegang oleh suatu badan hukum diberikan perlindungan 




Menurut ketentuan Konvensi Bern dan TRIPs, sebagian besar 
Ciptaan tertentu harus dilindungi selama hidup Pencipta dan terus 
berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal 
dunia. 
Menurut UUHC No. 19 Tahun 2002 ketentuan di atas sudah 
termasuk dalam pengaturannya. Dalam UUHC yang baru ini telah 
diadakan perubahan-perubahan tentang masa berlaku perlindungan. 
Hak Cipta untuk Ciptaan-Ciptaan tertentu seperti fotografi, database, 
dan karya basil pengalihwujudan serta perwajahan karya tulis yang 




Selama jangka waktu perlindungan hak cipta, pemegang hak 
cipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan dan memperbanyak 
Ciptaannya yang timbal secara otomatis setelah suatu ciptaan itu 
dilahirkan. Namun demikian hak eksklusif itu tidak bersifat mutlak 
karena UUHC membenarkan adanya penggunaan secara wajar (fair 
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.   Pasal 30 Ayat (1) UUHC 2002
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.   Pasal 30 Ayat (2) UUHC2002
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.   Pasal 30 Ayat (3) UUHC2002
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dealing) sehingga tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak 
cipta. Penggunaan secara wajar itu antara lain untuk kepentingan: 





i. Pendaftaran Hak Cipta 
Hak Cipta ada secara otomatis ketika suatu ciptaan lahir, dari 
seseorang Pencipta. Dengan demikian, pemdaftaran Hak Cipta tidak 
merupakan keharusan, karena tanpa pendaftaran punHak Cipta 
dilindungi, , hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan sukar 
dan memakan waktu pembuktian Hak Ciptanya daripada ciptaan yang 
telah didaftarkan. Pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, semua 
pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian 
mengenai hak pemohon, kecuali jika sudah jelas ternyata ada 
pelanggaran Hak Cipta. Indonesia menurut ketentuan Undang-Undang 
Hak Cipta 1982 menganut sistem pendaftaran deklaratif negatif. 
Menurut Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.01.HC.03.01 
Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan, Tata Cara Pendaftaran 
adalah sebagai berikut : 
a) Pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya diwajibkan membuat 
suatu permohonan melalui Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, 
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang yang 
ditujukan kepada Menteri Kehakiman. 
b) Surat permohonan berisikan: 
1) Nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta.  
2) Nama, kewarganegaraan, dan alamat Pemegang Hak Cipta. 
3) Nama, kewarganegaraan, dan alamat kuasa. 
4) Jenis dan judul ciptaan. 
5) Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali; 
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6) Uraian ciptaan dalam rangkap 3 (tiga). 
Selain persyaratan di atas permohonan pendaftaran Hak Cipta 
juga harus dilengkapi dengan Nomor Poko'k Wajib Pajak (NPWP), hal 
ini diatur dalam Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor 
M.02.HC.03,01 dan Nomor M.01.HC.01.02 Tahun 1991 tanggal 9 
Januari 1991. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa permohonan 
pendaftaran ciptaan serta pencatatan pemindahan hak atas ciptaan 
terdaftar, yang diajukan atas nama pemohon yang berdomisili di 
wilayah Indonesia diwajibkan melampirkan Nomor Pokok Wajib 
Pajak (NPWP) sebagai syarat permohonan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 29 dan Pasal 31 Undang-Undang Hak Cipta 1982. Ciptaan yang 
tidak dapat didaftarkan antara lain: 
a) Ciptaan di luar bidang ilmu pengetahuan, seni dan sasatra 
b) Ciptaan yang tidak orisinil 
c) Ciptaan yang belum diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata 
(masih berupa ide) 
d) Ciptaan yang sudah merupakan milik umum 
 
j. Syarat-syarat permohonan pendaftaran ciptaan 




 1. Mengisi formulir pendaftaran ciptaan rangkap dua (formulir dapat 
diminta secara Cuma-Cuma pada kantor Diroktorat Jenderal Hak 
Kekayaan Intelektual), lembar pertama dari formulir tersebut 
ditandatangani di atas meterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah0 
2. Surat permohonan pendaftaran ciptaan mencantumkan : 
-  nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta 
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   -  nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta, nama, 
kewarganegaraan dan alamat kuasa, jenis dan judul ciptaan 
- tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali 
- uraian ciptaan rangkap 3 
3. Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu 
ciptaan; 
4.   Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta 
berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor; 
5. Apabila pemohon badan hukum, maka pada surat permohonannya harus  
dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum tersebut; 
6.  Melampirkan surat kuasa, bilamana permohonan tersebut diajukan 
oleh seorang kuasa, beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut;  
7. Apabila permohonan tidak bertempat-tinggal di dalam wilayah 
Republik Indonesia, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran 
ciptaan harus memiliki tempat tinggal dan menunjuk seorang_ kuasa di 
dalam wilayah itu; 
8. Apabila permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari 
seorang dan atau suatu badan hukum, maka nama-nama pemohon 
harus ditulis semuanya, dengan menetapkan satu alamat pemohon. 
a. Apabila ciptaan tersebut telah dipindahkan, agar melampirkan bukti 
pemindahan hak 
b. Melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau 
penggantinya 
c. Membayar biaya permohonan pendaftaran ciptaan sebesar Rp. 
75.000,- khusus untuk permohonan pendaftaran ciptaan program 




k. Pelanggaran Hak Cipta 
Pelanggaran hak cipta biasa terjadi adanya Hak Cipta yang 
dilanggar jika materi Hak Cipta tersebut digunakan tanpa izin dari 
Pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas Ciptaannya. 
Untuk terjadinya pelanggaran, harus ada kesamaan antara dua 
Ciptaan yang ada. Namun, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta harus 
membuktikan Bahwa karyanya telah dijiplak, atau karya lain tersebut 
berasal dari karyanya. Hak Cipta tidak dilanggar jika karya-karya 
sejenis diproduksi secara independen, dalam hal ini masing-masing 
Pencipta akan memperoleh Hak Cipta atas karya mereka. 
Hak Cipta juga dilanggar jika seluruh atau bagian substansial 
dari suatu Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta diperbanyak Pengadilan 
akan menentukan apakah suatu bagian yang ditiru merupakan bagian 
substansial dengan meneliti apakah bagian yang digunakan itu 
penting, memiliki unsur pembeda atau bagian yang mudah dikenali. 
Bagian ini tidak harus dalam jumlah atau bentuk besaran (kuantitas) 
untuk menjadi bagian substansial. Substansial disini dimaksudkan 
sebagai bagian penting, bukan bagian dalam jumlah besaran.
60
 Jadi, 
yang dipakai sebagai ukuran adalah ukuran kualitatif bukan ukuran 
kuantitatif. 
Cara lain yang dianggap sebagai pelanggaran oleh seseorang 
terhadap suatu Hak Cipta adalah saat seseorang : 
(a) memberi wewenang (berupa persetujuan atau dukungan) kepada 
pihak lain untuk melanggar Hak Cipta; 
(b) memiliki hubungan dagang atau komersial dengan barang bajakan, 
ciptaan-ciptaan yang dilindungi Hak Cipta; 
(c) mengimpor Barang-harang bajakan Ciptaan yang dilindungi Hak 
Cipta untuk dijual eceran atau didistribusikan;  
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(d) memperbolehkan suatu tempat pementasan umum untuk digunakan 
sebagai tempat melanggar pementasan atau penayangan karya yang 
melanggar Hak Cipta. 
Pelanggaran-pelanggaran semacam ini dapat dikenakan 





l.  Konvensi Internasional yang Berkaitan dengan Perlindungan Hak 
Cipta dan Ketentuan TRIPs-WTO 
1. Konvensi Bern 
Konvensi Bern diratifikasi dengan Keputusan Presiden 
Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997. Dengan demikian 
Konvensi ini mengikat negara-negara peserta. 
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 Konvensi Bern 
mengatur perlindungan terhadap karya sastra dan artistik. Konvensi 
ini ditanda tangani pada tanggal 9 September 1886 dan telah 
beberapa kali mengalami revisi. Revisi pertama di Paris tanggal 4 
Mei 1896, revisi berikutnya di Berlin pada tanggal 13 Nopember 
1908, kemudian disempurnakan di Bern tanggal 24 Maret 1914. 
Selanjutnya berturut-turut direvisi di Roma tanggal 2 Juli 1929 dan 
di Brussels tanggal 26 Juni 1948, di Stockholm tanggal 14 Juli 
1967 dan terakhir di Paris pada tanggal 24 Juli 1971. Sampai tahun 
1996 tercatat 117 negara yang telah meratifikasinya. 
 Penyempurnaan Konvensi Bern yang mempunyai arti 
penting khususnya bagi negara berkembang adalah revisi 
Stockholm 14 Juli 1967. Konvensi ini memuat protokol yang 
merupakan suplemen dari suatu perjanjian utama. Protokol ini 
diberi tempat dalarn tambahan atau lampiran tersendiri. Adanya 
Protokol Stockholm ini menyebabkan negara-negara berkembang 
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mendapatkan pengecualian atau reserve berkenaan dengan 
perlindungan yang diberikan oleh Konvensi Bern. 
Adapun tujuan dari Konvensi Bern sebagairnana tercantum 
dalam Preambelnya adalah : "To protect, in as effective and 
uniform and manner as possible, the rights or authors in their 
literary and artistic works". 
Konvensi Bern 1886 mempunyai tiga prinsip utama. Keikutsertaan 
suatu negara sebagai anggotanya menimbulkan kewajiban negara 
peserta untuk menerapkan dalam UUHC nasionalnya. Tiga prinsip 
utama ini, sebagai berikut: 
a.  Prinsip National Treatment atau Assimilation 
Prinsip yang memberikan perlindungan yang lama atas ciptaan 
yang berasal dari negara peserta konvensi seperti halnyl dalam 
memberi perlindungan atas ciptaan warga negara sendiri.  
b.  Prinsip Automatic Protection 
Perlakuan nasional tidak tergantung dari formalitas, hal ini 
berarti perlindungan diberikan secara otomatis dan tidak 
memerlukan pendaftaran, deposit atau pemberitahuan formal 
dalam kaitan dengan publikasi. 
c.  Prinsip Independence of Protection 
Perlindungan tersebut adalah independen tanpa harus 
bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal 
pencipta. Adapun yang dilindungi oleh Konvensi Bern adalah 
pencipta yang berkewarganegaraan negara anggota konvensi, 
baik yang menciptakan karya ciptanya yang diumumkan 
maupun yang tidak  diumumkan. 
Selanjutnya hak-hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif 
pencipta dalam Konvensi Bern secara umum sebagai berikut : 
a.  Hak untuk menerjemahkan (Pasal 8 Konvensi Bern).  
b.  Hak untuk reproduksi dengan cara dan bentuk perwujudan 
apapun (Pasal 9 Konvensi Bern). 
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c.  Hak untuk membuat gambar hidup dari suatu karya 
(audiovisual) (Pasal 9 ayat 3 Konvensi Bern). 
d.  Hak mempertunjukkan dinamika umum ciptaan drama, drama 
musik dan ciptaan musik (Pasal 11 Konvensi Bern). 
e.  Hak penyiaran (Pasal 11 bis Konvensi Bern) 
f.  Hak mendeklarasikan (to recite) dinamika urnum ciptaan sastra 
(Pasal 1l Konvensi Bern). 
g.  Hak untuk membuat aransemen dan adaptasi (Pasal 12 
Konvensi Bern).. 
h.  Hak memperbanyak yang dimiliki oleh pencipta (Pasal 13 
KonvensiBern). 
Lamanya waktu perlindungan yang ditetapkan dalarn Konvensi 
Bern adalah selama hidup pencipta ditambah 50 tahun sesudah 
pencipta meninggal dunia. 
 
2. Universal Copyright Convention (UCC) Tahun 1955 
Setelah Konvensi Bern berjalan, lahir konvensi serupa yaitu 
Universal Copyright Convention (UCC) yang dicetuskan di Jenewa 
6 September tahun 1952 dan baru rnulai berlaku pada tanggal 16 
September 1955. Sebagaimana Konvensi Bem, konvensi ini 
mengalami revisi pada tanggal 24 Juli, 1991 di Paris. Konvensi ini 
diratifikasi juga dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia 
No. 18 tahun 1997. 
Konvensi ini merupakan suatu hash kerja PBB melalui 
sponsor UNESCO untuk mengakomodasikan dana aliran falsafah 
yang berbeda berkenaan dengan hak cipta yang berlaku di kalangan 
masyarakat Intemasional. 
a.  Aliran falsafah pertama adalah masyarakat dengan sistern 
Hukum Eropa Kontinental (Civil law) mengacu pada Konvensi 
Bern, menganggap hak cipta sebagai hak alamiah yang dimiliki 
pencipta. Asas ini dicakup dalam asas kedua Konvensi Bern, 
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yang disebut dengan "automatic protection" yaitu secara 
otentik memberikan perlindungan hukum kepada pencipta 
sejak ciptaan itu lahir dan diwujudkan dalam suatu karya. 
b.  Aliran falsafah kedua adalah masyarakat dengan sistem hukum 
Anglo Saxon (Common Law) menganggap hak cipta sebagai 
hak yang diberikan oleh negara kepada pencipta melalui 
keharusan dilaksanakannya pendaftaran suatu ciptaan oleh 
pencipta. 
Dengan demikian UUC mencoba mempertemukan 
antara falsafah Eropa dan Amerika walaupun akhirnya falsafah 
Amerika yang dikedepankan yaitu mengutamakan hak 
monopoli pencipta dengan memperhatikan kepentingan umum. 
 
3. World Intellectual Property Organization (WIPO) 
 WIPO diratifikasi denVan Keputusan Presiden Republik 
Indonesia No 15 tahun 1957.  WIPO merupakan salah satu 
lembaga khusus dari PBB seperti halnya WHO, UNESCO, IL0. 
Hampir semua konvensi Internasional mengenai HaKI selama ini 
berada di bawah administrasi WIPO. Disamping 
rnengadministensikan konvensi-konvensi Internasional, WIPO 
juga bertugas untuk memajukan HaKI di seluruh dunia melalui 
kerjasama antar negara, misalnya melaksanakan pelatihan, seminar 
dan menyiapkan model-model hukum untuk negara berkembang. 
Tujuan umum WIPO adalah memelihara dan meningkatkan 
penghargaan terhadap HaKI di seluruh dunia sehingga mendukung 
pengembangan perindustrian dan kebudayaan melalui pemberian 
semangat untuk melakukan kegiatan kreatif, pemberian kemudahan 
untuk alih teknologi dan penyebaran ciptaan. 
Khusus di bidang hak cipta, tujuan programnya adalah : 
a.  Mendorong lahirnya ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, 
kesenian dan kesusastraan di negara-negara berkembang. 
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b.  Menyebarkan sesuai dengan kewenanganannya dengan syarat-
syarat yang adil dan masuk akal ciptaan yang dilindungi hak 
cipta di negaranegara berkembang. 
c. Mengembangkan perundang-undangan dan kelembagaan dalam 
lapangan hak cipta dan hak yang berkaitan dengan hak cipta di 
negara-negara sedang berkembang. 
 
4. Perjanjian TRIPs-WTO 
Perjanjian TRIPs-WTO diratifikasi dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia No. 7 tahun 1994. Bagi negara-negara maju, 
TRIPsWTO mengatur sistem disiplin pelaksanaan peraturan yang 
lebih efektif, potensial dan menjanjikan untuk menangani 
pelenggaraan HaKI di negara-negara berkembang. Misalnya 
masalah HaKI dalam TRIPS-WTO berarti HaKI sudah menjadi 
salah satu isu perdagangan internasional, bukan lagi hanya sebagai 
masalah intern hukum nasional suatu negara. Argumentasi negara-
negara maju mengkaitkan HaKI dengann perdagangan 
internasional karena perlindungan HaKI yang ketat akan 
mengurangi hambatan-hambatan perdagangan, yang merupakan 
tujuan dari perjanjian multilateral TRIPs-WTO. Pelanggaran HaKI 




3.  Tinjauan mengenai Perlindungan Hak Cipta 
a. Sistem Perlindungan Hak Cipta 
Dalam sistem perlindungan hak Cipta, hukum diharapkan dapat 
melindungi para pencipta agar mereka dapat memperoleh manfaat 
ekonomi atas hasil karya Ciptanya. Manfaat ekonomi itu dapat 
diperoleh dari hak khusus seorang pencipta untuk mengumumkan dan 
memperbanyak karya Cipta. Termasuk tindakan mengumumkan 
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antaralain: menyiarkan, mementaskan, mempertunjukkan, 
mendistribusikan, menjual, atau tindakan apapun yang membuat karya 
Cipta seseorang dapat dilihat, didengar, atau dibaca oleh orang lain 
dengan menggunakan alat, media, atau sarana apapun.
64
 
Bagaimana bentuk tindakan pengumuman itu tentunya sangat 
bergantung pada bentuk karya Cipta itu. Seorang pencipta juga sudah 
selayaknya mendapatkan bagian dari perbanyakan suatu karya Cipta. 
Tindakan memperbanyak Ciptaan adalah tindakan menambah jumlah 
suatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian yang 
substansial dengan menggunakan bahan yang sama atau tidak sama, 
termasuk tindakan mengalih wujudkan.
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Melindungi pencipta, merupakan tugas dari Pemerintah 
Indonesia yang mendapatkan, mandat dari Konstitusi untuk 
melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan memajukan 
kesejahteraan umum. Jika Undang-Undang Hak Cipta tidak dapat 
digunakan untuk melindungi para pencipta, maka sistem perlindungan 
seperti apa yang dapat diberikan kepada para pencipta akan sulit 
ditentukan. 
Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebenarnya 
terdapat pedoman yang sangat konkrit tentang sistem perlindungan 
yang tepat. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan 
tegas dinyatakan bahwa tujuan pembentukan Negara Indonesia adalah 
"melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Tujuan 
melindungi segenap tumpah darah Indonesia itu kemudian dibebankan 
kepada Executive Body (Pemerintah) untuk dilaksanakan. 
Dari bunyi Undang-Undang Dasar tersebut, jelas bahwa tugas 
Negara bukan menjadi Pemilik atau Pemegang Hak sebagaimana 
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klaim di dalam Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta, tetapi justru harus 
menjadi pelindung bagi warga masyarakat atas harta benda milik 
mereka, termasuk warisan budaya yang menjadi bagian tidak 
terpisahkan dari kehidupan sosial dan spiritual warga bangsanya. 
Sebagai pelindung, Pemerintah harus melakukan langkah-langkah 
konkrit jika terjadi misuse atau misappropriation atas warisan budaya 
bangsa, baik yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia 
sendiri atau perusahaan asing di luar negeri. Sistim ini juga tidak 
bertabrakan dengan prinsip national treatment yang sudah menjadi 
komitmen Indonesia dalam kesepakatan perdagangan dunia (WTO), 
karena memperlakukan perusahaan nasional sama dengan perusahaan 
asing.  
Sistem perlindungan yang demikian itu dapat diterapkan jika 
menggunakan negative protection system. Melaiui sistem ini tidak 
diperlukan adanya pendaftaran hak oleh warga bangsa atas warisan 
budaya mereka. Walaupun demikian, Pemerintah dapat mengajukan 
klaim kepada siapapun juga yang melanggar hak-hak masyarakatnya 
atas warisan budaya mereka. Klaim yang dimaksud tidak harus bersifat 
larangan untuk menggunakan, tetapi dapat pula herhentuk tuntutan 
untuk adanya equitable benefit sharing atas pemanfaatan warisan 
budaya yang digunakan pihak lain untuk tujuan Dengan demikian 
sistem yang diterapkan bersifat win win Sulution. Pihak pengguna 
memiliki kebebasan untuk menggunakan dan mengembangkan 
kreatifitas yang terdapat dalam pengetahuan tradisional dan ekspresi 
kebudayaan yang dimaksud, sementara masyarakat pemangku haknya 
dapat memperoleh manfaat dari pengembangan warisan budaya itu 
sendiri. Tentu saja pemanfaatan itu harus dilakukan dengan 
menyebutkan asal-usul bersumber dari warisan budaya itu digarap 
dengan bagus dan memiliki daya tarik yang tinggi, bukan tidak 
mungkin audience atas warisan budaya tersebut akan semakin 
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berkembang luas, bukan hanya pada tingkat national area bahkan lokal, 
namun akan meluas pada tingkat internasional. 
Perlidungan hukum Hak Kekayaan Intelektual merupakan sistem 
hukum yang terdiri dari unsur-unsur sistem sebagai berikut:
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a) Subyek Perlindungan  
Subyek yang dimaksud adalah pihak pemilik atau pemegang hak, 
aparat       penegak hukum, pejabat pendaftaran dan pelanggar 
hukum. 
b) Obyek Perlindungan 
Obyek yang dimaksud adalah semua jenis Hak Kekayaan 
Intelektual yang diatur dalam undang-undang, seperti hak cipta. 
c) Pendaftaran Perlindungan 
 Hak Kekayaan Intelektual yang di lindungi hanyalah yang sudah 
terdaftar dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, kecuali apabila 
undang-undang mengatur lain, seperti Hak Cipta tidak boleh 
didaftarkan menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2002. 
d) Jangka Waktu Perlindungan 
 Jangka waktu yang dimaksud adalah lamanya  waktu Hak 
Kekayaan Intelektual itu dilindungi oleh Undang-Undang Hak 
Cipta selama hidup ditambah (50) lima puluh tahun sesudah 
meninggal. 
e) Tindakan Perlindungan 
 Apabila terbukti telah terjadi pelanggaran Hak Kekayaan 
Intelektual, maka pelanggar harus dihukum baik secara pidana 
maupan perdata 
Sistem perlindungan hukum yang nasional merupakan dasar 
dukungan terhadapsistem perlindungan hukum yang disepakati dalam 
konvensi internasional. Dukungan tersebut merupakan penyelesaian 
hukum nasional dengan konvensi internasional. Dengan demikian, 
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akan terjadi perlindungan hukum yang sama diantara negara 
penandatangan konvensi internasional mengenai Hak Kekayaan 
Intelektual. 
4. Tinjauan Umum Tentang Batik 
a. Pengertian Batik 
Batik atau kata batik berasal dari bahasa Jawa “amba” yang 
mempunyai arti: “menulis” dan “titik”. Kata batik merujuk pada kain 
dengan corak atau gambar yang dihasilkan oleh bahan “malam” (wax) 
yang diaplikasikan ke atas kain, sehingga menahan masuknya bahan 
pewarna.
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 Menurut Iwan Tirta, batik merupakan teknik menghias kain 
atau tekstil dengan menggunakan lilin dalam proses pencelupan warna, 
dimana semua proses tersebut menggunakan tangan.
68
 Pengertian lain 
dari batik adalah seni rentang warna yang meliputi proses pemalaman 
(lilin), pencelupan (pewarnaan) dan pelorotan (pemanasan), hingga 




  Sementara menurut Hamzuri, batik diartikan sebagai lukisan atau 
gambar pada mori yang dibuat dengan menggunakan alat bernama 
eanting. Orang melukis atau menggambar atau menulis pada mori 
memakai canting disebut membatik (Bahasa Jawa: mbatik). Pendapat 
ini hampir sama dikatakan oleh Nian S Djumeno yang mengatakan 
bahwa batik pada dasarnya sama dengan melukis diatassehelai kain 
putih, sebagai alatnya dipakai canting dan bahan melukisnya dipakai 
malam. Ciri batik juga ditentukan oleh motifnya yang terdiri dari 
ornamen dan isen-isen. 
Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian batik adalah 
suatu seni tulis atau lukis pada bahan sandang berupa tekstil yang 
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bercorak pewarnaan dengan mencoretkan malam pada sehelai kain 
dengan 
menggunakan alat berupa canting sebagai penutup untuk 
mengamankan warna dari pencelupan dan terakhir dilorot guna 
menghilangkan malam dengan jalan mencelupkan dalam air panas. 
Pengertian motif batik adalah suatu kerangka bergambar yang 
mewujudkan batik secara keseluruhan. Motif batik dapat disebut juga 
corak batik atau pola batik. Pendapat Didik Riyanto mengatakan bahwa 
motif merupakan corak,ragam yang mempunyai ciri tersendiri yang 
menghiasi kain batik. Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa motif 
batik merupakan kerangka atau subyek dari keseluruhan gambar, sehingga 
motif batik sangat menentukan nama terhadap sehelai batik sekaligus 
sebagai ornament penghias. 
 
b. Jenis Batik 
   a) Macam-macam batik 
Menurut Murtihadi
70
, berpendapat bahwa batik digolongkan 
menjadi 3 macam. Yaitu : Batik tradisional, batik modern, batik 
kontemporer. 
1. Batik Tradisional 
Batik tradisional yaitu batik yang corak dan gaya motifnya terikat 
oleh aturan-aturan tertentu dan dengan isen-isen tertentu pula tidak 
mengalami perkembangan atau biasa dikatakan sudah pakem. 
2. Batik Modern 
Batik modern yaitu batik yang motif dan gayanya seperti batik 
tradisional, tetapi dalam penentuan motif dan ornamennya tidak terikat 
pada ikatan-ikatan tertentu dan isen-isen tertentu. 
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3. Batik Kontemporer 
Batik kontemporer yaitu batik yang dibuat oleh seseorang secara 
spontan tanpa menggunakan pola, tanpa ikatan atau bebas dan 
merupakan penuangan ide yang ada dalam pikirannya. Sifatnya tertuju 
pada seni lukis. 
b) Macam-macam cara membatik 
Menurut Kalinggo Honggopuro
71
, berpendapat bahwa proses 
membatik dibedakan menjadi dua yaitu batik tulis dan batik cap. 
1. Batik Tulis/Batik Carik 
Batik tulis/Batik Carik yaitu kain batik yang proses 
pengerjaannya menggunakan alat canting untuk memindahkan lilin 
cair pada permukaan kain guna menutupi bagian-bagian tertentu yang 
dikehendaki agar tidak terkena zat warna. Yang sebelumnya kain 
tersebut sudah digambar dengan pensil terlebih dahulu. 
 2  Batik cap 
Batik Cap yaitu kain batik yang pengerjaannya dilakukan dengan 
cara mencapkan batik cair pada kain atau mori dengan alat cap 
berbentuk stempel dari plat tembaga sekaligus memindahkan pola 
ragam hias. 
 
c) Batik Menurut Daerah Pembuatannya. 
Nian S. Djoemena
72
, berpendapat bahwa menurut daerah 
pembatikan dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu : Batik 
Vorstenlanden, dan Batik Pesisir. 
Batik Vorstenlanden yaitu batik dari daerah solo dan yogya, yang 
ciri-ciri ragam hias bersifat simbolis berlatarkan kebudayaan Hindu-
Jawa. Komposisi warna terdiri dari sogan, indigo (biru), hitam dan 
putih. 
 







Batik pesisir yaitu batik yang dibuat oleh daerah-daerah diluar 
Solo dan Yogya, yang ciri ragam hias bersifat naturalis dan dipengaruhi 
oleh berbagai kebudayaan asing. Komposisi warna beraneka ragam. 
 
c.  Susunan Motif Batik 
1. Unsur-unsur Motif Batik. 
S.K. Sewan Susanto, berpendapat bahwa unsur-unsur motif 
batik dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu
73
: 
 a. Ornamen Utama. 
 Ornamen utama atau pokok adalah suatu ragam hias yang 
menentukan    motif sebuah batik mempunyai makna, sehingga 
dalam pemberian nama motif batik berdasarkan jiwa dan arti 
lambang yang ada pada motif tersebut. Contoh ornamen 
pokok/utama ini antara lain : Ornamen Meru, Ornamen pohon 
hayat, Ornamen Tumbuh-tumbuhan, Ornamen garuda, Ornamen 
Burung, Ornamen bangunan, Ornamen lidah api, Ornamen naga, 
Ornamen binatang, Ornamen Kupu-kupu. 
b. Ornamen tambahan 
Ornamen tambahan/isian motif yaitu ornamen yang tidak 
mempunyai arti dalam pembentukan motif dan berfungsi sebagai 
pengisi bidang. 
c. Isen-isen motif batik 
Isen-isen motif batik yaitu unsur-unsur garis dan titik atau 
ornament tertentu yang berfungsi sebagai pengisi untuk 
melengkapi motif secara keseluruhan sehingga menimbulkan 
keindahan pada motif secara keseluruhan. Isen dapat berbentuk 
titik dinamakan “cecek” dan garis yang dinamakan “sawut”. 
Ornamen yang berfungsi sebagai isen berupa cabang-cabang 
tumbuh-tumbuhan yaitu daun, bunga, dan batang. 
 




 2. Penggolongan Motif Batik. 
Penggolongan motif batik menurut S.K.Sewan Susanto
74
 
dibagi menjadi tiga golonan yaitu : 
a. Golongan geometris 
Golongan geometris adalah golongan motif yang mudah 
dibagi menjadi bagian-bagian yang disebut rapor Golongan 
geometris ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama yang 
rapornya. Berbentuk seperti ilmu ukir biasa, dengan bentuk segi 
empat, segi empat panjang dan lingkaran. Kedua tersusun dalam 
garis miring, sehingga rapornya berbentuk belah ketupat. Motif 
batik yang tergolong mempunyai rapor segi empat ialah : 
1) Golongan motif banji. 
Golongan motif banji yaitu motif yang berdasarkan ornament 
swastika. Batik banyumas adalah daerah yang masih membuat 
motif banji ini, dengan proses bedesan sehingga hanya terdapat 
warna hitam dan coklat. Motif ini tergolong motif klasik.
75
 
2) Golongan motif Ganggong. 
Golongan motif ganggong sepintas seperti motif ceplok, 
bedanya motif ganggong berupa garis yang tidak sama panjang, 
sedang ujung garis yang paling panjang mirip bentuk salib. 
3) Golongan motif Ceplok. 
Golongan motif Ceplok adalah motif batik yang didalamnya 
terdapat gambar-gambar segi empat, lingkaran dan segala 
variasinya. Nama-nama pada motif ceplok di ambil 
berdasarkan nama penciptanya, Isi ornamen yang di gambarkan 
dan berdasarkan atas kedaerahan. 
4) Golongan motif nitik atau anyaman. 
Golongan motif nitik adalah motif yang tersusun atas garis-
garis putus,titik-titik dan variasinya, sehingga motif nitik 
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disebut juga motif anyaman. Motif ini dianggap motif asli dan 
tergolong motif tua. 
5) Golongan motif kawung 
Golongan motif kawung yaitu motif yang tersusun dalam 
bentuk bundar, lonjong atau elips. Susunan memanjang 
menurut garis diagonal miring kekiri dan kekanan secara 
berselang seling. Motif kawung digambarkan berupa lingkaran-
lingkaran yang saling berpotongan atau bentuk bulat lonjong 
yang saling mengarah kesatu titik yang sama. 
6) Golongan motif parang dan lereng 
Golongan motif parang dan lereng adalah motif-motif yang 
tersusunmenurut garis miring atau diagonal. Pada bidang 
miring antara dua deret parang yang bertolak belakang 
digambar deretan segi empat yang disebut mlinjon. Jadi kalau 
tidak terdapat mlinjon berarti bukan parang tetapi lereng atau 
liris. 
 
b. Golongan non geometris. 
Golongan non geometris yaitu motif batik yang tersusun atas 
ornamen tumbuh-tumbuhan, meru, pohon hayat, candi, binatang, 
burung, garuda ular atau naga, dalam susunan tidak teratur menurut 
bidang geometris meskipun dalam satu kain batik akan terjadi 
pengulangan motif tersebut, yang termasuk golongan motif non 
geometris adalah : 
1. Motif Semen 
Motif semen berasal dari bahasa jawa “semi” yang berarti 
tumbuhnya bagian dari tanaman. Susunan ornamen semen ini 
terdiri dari tumbuh-tumbuhan, burung, binatang, lar-laran yang 
disusun dalam komposisi pembagian bidang yang harmonis. 
2. Motif buketan atau terang bulan. 
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Motif buketan adalah motif yang mengambil tumbuh-
tumbuhan atau bunga-bunga sebagai ornamen hias, digambar 
secara realistis tanpa distilisasi, disusun meluas memenuhi 
bidang kain yang terdapat pada kain sarung. Sedangkan motif 
terang bulan hampir sama dengan motif buketan hanya 
penempatannya pada ujung kain berbentuk segitiga yang disebut 
“tumpal”. Tumpal ini diberi isen-isen motif batik, sedangkan yang 
diluar bidang tumpal diberi ornamen kecil-kecil yang bertebaran. 
Membatik menghasilkan batik berupa macam-macam motif dan 
mempunyai sifat khusus yang dimiliki oleh batik itu sendiri. Selain itu, 
banyak jenis kain tradisional Indonesia yang memiliki cara pemberian 
warm yang sama dengan pembuatan batik yaitu dengan pencelupan 
rintang. Perbedaannya, pada batik dipakai malam sebagai bahan perintang 
utarna sedangkan pada jenis-jenis kain tradisional ini menggunakan 
berbagai jenis bahan lain sebagai bahan perintang warna. Adapun jenis-
jenis kain yang cara pemberian warnanya serupa dengan pembuatan batik 
adalah: kain Simbut (suku Baduy, Banten), kain Santa dan kain Maa (suku 
Toraja, Sulawesi Selatan), kain Tritik (Solo, Yogyakarta, Palembang, 
Banjarmasin, Bali), kain Jumputan dan kain Pelangi (Jawa, Bali, Lombok, 




Lebih lanjut dijelaskan bahwa batik adalah sehelai wastra  yakni 
sehelai kain yang dibuat secara tradisional dan terutama juga digunakan 
dalam matra tradisional - beragam hias pola tertentu yang pembuatannya 
menggunakan teknik celup rintang dengan malam (lilin batik) sebagai 
bahan perintang warna. Olehkarena itu, suatu wastra dapat disebut batik 
apabila dengandua unsur pokok, yaitu: teknik celup rintang yang 
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Batik merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni tingggi dan 
telah menjadi bagian dari budaya Indonesia (Jawa khususnya) sejak lama. 
Perempuan-perempuan Jawa di masa lampau menjadikan ketrampilan 
mereka dalam membatik sebagai mata pencaharian, sehingga pada waktu 
itu pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif perempuan sampai 
ditemukannya “Batik Cap” yang memungkinkan masuknya laki-laki ke 
dalam bidang ini. Ada beberapa pengecualian bagi fenomena ini, yaitu 
batik pesisir yang memiliki garis maskulin seperti yang bisa dilihat pada 
corak “Mega Mendung”, dimana di beberapa daerah pesisir pekerjaan 
membatik adalah lazim bagi kaum lelaki.
78
 
Menurut H. Santosa Doellah, pendiri Batik Danar Hadi ,Seni 
membatik adalah teknologi kuno yang hampir serta seni pembuatan kain 
itu sendiri. Berkembang di Indonesia sejak berabad silam, di tanah Jawa 
batik berkembang menjadi ekspresi yang mengakar pada mitologi, filosofi, 
dan dunia lambang seputar siklus kehidupan.Dari Cina dan Indoa datang 
pengaruh Hindu dan Budha, sedangkan dari Arab dan Persia datang 
nuansa Islami. Jejaknya tercermin dalam ragam corak batik di pesisir utara 
pulau Jawa maupun di pusat aristokrasi Surakarta dan Yogykarta. " Batik 
adalah suatu mahakarya seni kerajinan yang sarat dipengaruhi perjalanan 
zaman dan perubahan lingkungan. 
Sebagai buah interaksi dengan zaman dan lingkungan historis, 
batik dibedakan menurut pola, corak, dan warna Batik Kraton memadukan 
budaya Hindu yang menyusup ke kraton Jawa pada abad V (lewat 
ornamen garuda, naga, teratai, dan pohon hayat) dengan budaya Islam 
yang datang sesudahnya (dengan ciri khas aneka ragam stilisasi 
perlambang). Batik Kraton meliputi ragam batik dari Kasunanan 
Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, Pura Pakualaman, dan Pura 





 Iwan Tirta,….op.cit…, hlm. 30 
 63 
Mangkunegaran. Batik Belanda merebak tahun 1840 dan mencapai puncak 
pada 1890-1910, hasil ritisan orang-orang Belanda/Eropa di kawasan 
pesisir utara Jawa. Warna dan ragam motifnya yang khas menghadirkan 
gaya individual unik dan signifikan. Batik Cina yang datang kemudian, 
kaya dengan ornamen oriental (ular, singa, naga, dan burung phonix) 
dalam warna cerah dan pastel dari sentra-sentra produksi diPekalongan, 
Cirebon, Kudus, dan Demak. Untuk daerah pemasaran Surakarta dan 
Yogyakarta formatnya adalah Batik Dua Negri dan Batik Tiga Negri.
79
 
Zaman Jepang menghasilkan Batik Jawa Hokokai, Motif dan 
warna mencerminkan pengaruh kuat budaya Jepang, misalnya bunga-
bunga cerah di atas latar tradisional parang atau lereng. Zaman 
kemerdekaan menghasilkan Batik Indonesia, tuangan motif tradisional 
dengan isen yang dimodifikasi dan diselesaikan dengan teknik batik 
pesisiran. Banyak warna selain Soga klasik dan motif-motif baru 
menghadirkan epigon Batik Modern. Batik Sudagaran muncul di akhir 
abad XIX, ornamennya datang dari batik klasik kraton, namun tata letak 
dan formatnya digubah sesuai selera para saudagar batik. Misal, motif 
tambal dengan modifikasi geometris, parang dengan ornamen keong diisi 
motif nitik. 
Ragam corak dan warna Batik dipengaruhi oleh berbagai pengaruh 
asing. Awalnya, batik memiliki ragam corak dan warna yang terbatas, dan 
beberapa corak hanya boleh dipakai oleh kalangan tertentu. Namun batik 
pesisir menyerap berbagai pengaruh luar, seperti para pedagang asing dan 
juga pada akhirnya, para penjajah. Warna-warna cerah seperti merah 
dipopulerkan oleh orang Tionghoa, yang juga mempopulerkan corak 
phoenix. Bangsa penjajah Eropa juga mengambil minat kepada batik, dan 
hasilnya adalah corak bebungaan yang sebelumnya tidak dikenal (seperti 
bunga tulip) dan juga benda-benda yang dibawa oleh penjajah (gedung 
atau kereta kuda), termasuk juga warna-warna kesukaan mereka seperti 
warna biru. Batik tradisonal tetap mempertahankan coraknya, dan masih 
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dipakai dalam upacara-upacara adat, karena biasanya masing-masing 
corak memiliki perlambangan masing-masing.
80
 
Tradisi membatik pada mulanya merupakan tradisi yang turun 
temurun, sehingga kadang kala suatu motif dapat dikenali berasal dari 
batik keluarga tertentu. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status 
seseorang. Bahkan sampai saat ini, beberapa motif batik tadisional hanya 
dipakai oleh keluarga keraton Yogyakarta dan Surakarta. 
Batik merupakan warisan nenek moyang Indonesia (Jawa ) yang 
sampai saat ini masih ada. Batik juga pertama kali diperkenalkan kepada 
dunia oleh Presiden Soeharto, yang pada waktu itu memakai batik pada 
Konferensi PBB. 
 
c.  Perkembangan Batik Tradisional di Indonesia 
Seni batik maupun cara pembuatannya sudah dikenal di Indonesia 
sejak dulu. Namun demikian mengenai asal mula batik masih banyak 
menimbulkan perdebatan. Ada sebagian pihak yang menyetujui bahwa 
batik memang berasai dari Indonesia, tetapi ada juga beberapa pihak yang 
tidak menyetujuinya. Pihak yang tidak setuju dengan pendapat bahwa 
batik berasal dari Indonesia mengemukakan bahwa batik dibawa oleh 
nenek moyang kita ketika melakukan perpindahan penduduk, atau 
mungkin juga diperkenalkan kepada nenek moyang kita oleh kaum 
pendatang. Pendukung pendapatini mengatakan bahwa batik sebenarnya 
berasal dari Mesir dan Persia. Itulah sebabnya cara pembuatan dan 
penghiasan batik tidak harya dikenal di Indonesia, tetapi juga ada di 
Thailand, India, Jepang, Srilangka, dan Malaysia." 
Sementara pihak yang setuju mengatakan bahwa batik di Indonesia 
adalah suatu bentuk kesetuan yang berdiri sendiri dan tidak ada 
hubungannya dengan batik yang berkembang di negara lain. Cara 
pembuatan maupun eorak-eorak dan cara hiasan yang ada pada batik 
Indonesia tidak mempunyai kemiripan dengan cara pembuatan batik asing. 
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Alat dan pola hiasan batik Indonesia benar-benar meneerminkan Cipta, 
rasa, dan karsa bangsa Indonesia. Kalau pola itu berbentuk hiasan, maka 
hiasan itu juga hiasan yang te:dapat di Indonesia." 
Terlepas dari kedua pendapat tersebut, sesungguhnya batik 
memiliki latar belakang yang kuat dengan bangsa dan rakyat Indonesia 
dalam segala bidang dan bentuk kebudayaan serta  kehidupan sehari-hari. 
Batik di Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan pengaruh 
dan perkembangan zaman. Pengaruh ini akan membawa konsekuensi 
motif dan pola yang dibuat pada batik. 
Perkembangan batik diawali pada zaman Belanda yang disebut 
dengan gaya Van Zuylen sebagai orang pertama yang memperkenalkan 
seni batik kepada seluruh masyarakat d: negeri Belanda.' Ketika itu 
batiknya disebut dengan "Batik Belanda" yang tumbuh dan berkembang 
antara tahun 1840 hingga 1940. Hampir semita Batik Belanda berbentuk 
wrung yang pada mulanya hanya dibuat masyarakat Belanda dan Indo-
Belanda di daerah pesisiran (Pekalongan). Batik Belanda sangat terkenal 
dengan kehalusan, ketelitian, dan keserasian pembatikannya. Selain itu 
ragam hiasnya sangat indah yang sebagian besar menampilkan paduan 
aneka bunga yang dirangkai menjadi buket atau pohon bunga dengan 
ragam bias burung ataupun ragam hias yang diilhami oleh dongeng-
dongeng Eropa sebagai tema pola. Paduan sejenis juga dibuat dengan 
ragam hias Cina atau Jawa dengan rona warna yang selalu cerah sesuai 
dengan selera masyarakat Eropa. 
Selanjutnya pengaruh budaya Cina pun terdapat pada batik di 
pesisir utara Jawa Tengah hingga saat ini sehingga dikenal dengan batik 
yang disebut dengan nama jenis Lok Can. Sebenarnya orang-orang Cina 
mulai membuat batik pada awal abad ke-19. Jenis batik Cina dibuat oleh 
orang-orang Cina atau peranakan yang menampilkan pola-pola dengan 
ragam hias satwa mitos Cina, seperti: naga, ragam hias yang berasal dari 
keramik Cina kuno serta ragam hias berbentuk mega dengan warna merah 
atau merah dan biro. Batik Cina juga mengandung ragam hias buketan, 
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terutama batik Cina yang dipengaruhi pola batik Belanda. Pola-pola batik 
Cina dimensional, suatu efek yang diperoleh penggunaan perbedaan 
ketebalan dari satu warna dengan warna lain dan isen (isian) pola yang 
sangat rumit. Penampilan ini ditunjang oleh penggunaan zat warna sintetis 
jauh sebelum orang-orang Indo-Belanda menggunakannya. 
Pada zaman Jepang dikenal batik Jawa Baru atau batik Jaws 
Hokokai. Batik ini diproduksi oleh perusahaan-perusahaan batik di 
Pekalongan lebih kurang tahun 1942-1945 dengan pola dan warna yang 
sangat dipengaruhi oleh budaya Jepang, meskipun latar masih 
menampakkan pola keraton, misalnya: parang. Batik Jawa Hokokai selalu 
hadir dalam bentuk "pagi-sore" yakni batik dengan penataan dua pola yang 
berlainan pada sehelai kain batik. Batik ini terkenal rumit karena selalu 
menampilkan isen pola dan isen latar mungil dalam tata warna yang 
banyak. Ragam rona dan warnanya kuat, yakni warna-warna kuning, 
lembayung, merah muda, dan merah yang merupakan warna-warna yang 
jelas menggambarkan nuansa dan citra rasa Jepang. 
Batik Indonesia lahir sekitar tahun 1950. Selain secara teknis 
berupa paduan antara pola batik keraton dan batik pesisiran. Juga 
mengandung makna persatuan. Pada  perkembangannya batik Indonesia 
bukan hanya menampilkan paduan pola batik keraton dengan teknik batik 
pesisiran, melainkan jugs memasukkan ragam hiss yang berasal dari 
berbagai suku bangsa di Indonesia. Berkat ketekunan yang tinggi serta 
keterampilan seni yang tiada banding dari para perajin batik maka batik 
Indonesia tampil begitu etnik, serasi, dan mengagumkan. Hal ini dapat 
terjadi karena unsur-unsur pendukungnya amat kuat. Di sinilah terwujud 
paduan ideal antara pola batik keraton yang anggun ataupun pola dengan 
ragam hiss busana adat daerah di Indonesia berpadu dengan teknologi 
batik pesisiran dan dikemas dalam sebuah "simfoni" warna-warna indah 
yang tidak terbatas pada latarnya. 
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d. Seni Batik Sebagai Bagian dari Pengetahuan Tradisional 
(Traditional Knowledge = TK) 
Seni batik yang dilindungi UUHC Indonesia lama (UUHC 1987 
dan 1997) adalah seni batik yang bukan tradisional, sedangkan UUHC 
2002 melindungi seni batik baik tradisional maupun bukan tradisional 
asalkan dibunt secara tradisional. Berdasarkan hal tersebut maka dapat 
dikemukakan bahwa pengaturan perlindungan terhadap seni batik 
tradisional baru diatur di dalam UUHC 2002. 
Sebagai seni tradisional, maka batik tradisional seperti: parang 
rusak, sidomukti, truntum, dan lain-lain dibuat dengan menggunakan 
pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia secara turun 
temurun. Pengetahuan tradisional tersebut merupakan suatu pengetahuan 
yang digunakan dan halus di dunia. Julukan itu datang dari suatu tradisi  
yang cukup lama berakar di bumi Indonesia; sebuah sikap adat yang 
sangat kaya, beraneka ragam, kreatif serta artisitik. Selama periode yang 
panjang itulah aneka sifat, ragam kegunaan, jenis, rancangan, serta  batik 
Indonesia ditentukan oleh berbagai unsur, antara lain oleh iklim dan 
keberadaan serat-serat setempat, faktor sejarah, perdagangan, penjajahan, 
dan kesiapan masyarakatnya dalam menerima paham serta pemikiran baru. 
Namun demikian tang paling menentukan di atas segalanya adalah 
keanekaragaman adat dan kepercayaan asli penduduk serta sikap budaya 




e. Perlindungan Seni Batik  Berdasarkan TRIPs 
Berkembangnya perdagangan internasional dan adanya gerakan 
perdagangan bebas mengakibatkan makin terasa kebutuhan terhadap HKI 
yang sifatnya tidak lagi timbal balik tetapi sudah bersifat antarnegara 
secara global. Pada akhir abad ke-19, perkembangan pengaturan HKI 
mulai melewati batas-batas negara. Tonggak sejarahnya diawali dengan 
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dibentuknya Paris Convention for The Protection of Industrial Property 
(disingkat Paris Convention) atau Konvensi Paris yang merupakan suatu 
perjanjian internasional mengenai perlindungan terhadap hak kekayaan 
perindustrian yang diadakan pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris. Tidak 
lama kemudian pada tahun 1886 dibentuk pula sebuah konvensi untuk 
perlindungan di bidang hak Cipta yang dikenal dengan International 
Convention .for the Proteetion of Literary and Artistie Works (disingkat 
Bern Convention) yang ditandatangani di Bern.
82
 Untuk mengelola kedua 
konvensi itu, maka melalui Konferensi Stokholm pada tahun 1967 telah 
diterima suatu konvensi khusus pembentukan organisasi dunia untuk hak 
kekayaan intelektual (Convention Establishing the World Intellectual 
Property Organization,/WIPO) dan Indonesia menjadi anggotanya 
bersamaan dengan ratifikasi Konvensi Paris. 
Sementara itu, General Agreement on Tariff and Trade 
(selanjutnya disebut GATT) dibentuk pada tahun 1947. Pada awalnya 
GATT diciptakan sebagai bagian dari upaya penataan kembali struktur 
perekonomian dunia dan mempunyai misi untuk mengurangi hambatan 
yang berupa bea masuk (tariff barrier) maupun hambatan lainnya (non-
tariff barier). Setelah sistem ini berjalan selama 40 tahun, maka dilebur 
dalam Naskah Akhir Putaran Uruguay, yang ditandai dengan hadirnya 
organisasi internasional yang mempunyai wewenang substantive dan 
cukup komprehensif yaitu World Trade Organization (selanjutnya disebut 
WTO).
83
 WTO yang akan mengelola seluruh persetujuan dalam Putaran 
Uruguay bahkan Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan 
(GATT)1947 serta hasil-hasil putaran setelah itu. WTO yang akan 
mempermudah pengimplementasian dan pelaksanaan seluruh persetujuan 
dan instrumen hukum yang dirundingkan dalam Putaran Uruguay. 
Atas desakan Amerika Serikat dan beberapa negara maju lainnya, 
topik perlindungan HKI di negara-negara berkembang muncul sebagai 
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suatu isu baru dalam sistem perdagangan internasional. HKI sebagai isu 
baru muncul di bawah topik Agreement on Trade Related Aspects of 
Intellectual Property Righ (TRIPs) atau Aspek Perdagangan Hak 
Kekayaan Intelektual (HKI). Perjanjian tersebut merupakan sesuatu yang 
kompleks, komprehensif, dan ekstensif. 
TRIPs bertujuan untuk melindungi dan menegakkan hukum HKI 
guna mendorong timbulnya inovasi, pengalihan serta penyebaran 
teknologi, diperolehnya manfaat bersama pembuat dan pemakaian 
pengetahuan teknologi, dengan cara yang menCiptakan kesejahteraan 
sosial ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Untuk itu 
perlu dikurangi gangguan dan hambatan dalam perdagangan internasional 
dengan mengingat kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan yang 
efektif dan memadai terhadap HKI, serta untuk menjantin agar tindakan 
dan prosedur untuk menegakkan HKI tidak kemudian menjadi penghalang 
bagi perdagangan yang sah.
84
 
Dapat dikatakan bahwa adanya kesepakatan TRIPs merupakan 
dampak dari kondisi perdagangan dan ekonorni internasional yang dirasa 
semakin mengglobal sehingga perkembangan teknologi sebagai 
pendukungnya tidak lagi mengenal batas-batas negara. Berkaitan dengan 
kebutuhan setiap negara untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektulnya 
maka kehadiran TRIPs akan menjadi satu acuan dalam pembentukan 
undang-undang nasional di bidang Hak Kekayaan Intelektul bagi setiap 
negara termasuk Indonesia. 
Khusus bagi karya seni batik, haik di dalam Konvensi Bern 
maupun TRIPs tidak menyebutkan secara eksplisit. Namun apabila 
memperhatikan lebih lanjut ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Konvensi Bern 
yang mengatur mengenai lingkup "karya-karya Cipta seni dan sastra", 
maka yang termasuk dalam karya-karya Cipta yang dilindungi antara lain 
meliputi karya-karya Cipta gambar sehingga dapat dikemukakan bahwa 
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karya seni batik pun sebenarnya mendapat perlindungan rnelalui hak Cipta 
secara internasional. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa pada karva 
seni batik terkandung nilai seni berupa Ciptaan gambar atau motif dan 
komposisi warna yang digunakan. 
Sekalipun Konvensi Bern dan TRIPs tidak menyebutkan secara 
eksplisit perlindungan terhadap karya seni batik namun tidak berarti bahwa 
negara anggota konvensi tidak memiliki kewenangan untuk 
mengakomodasi seni batik sebagai suatu karya yang layak diberikan 
perlindungan melalui hak Cipta. Hal ini dikarenakan setiap negara 
mengatur jenis-jenis Ciptaan yang dilindungi selain harus berdasarkan 
kosesuaiarl dengan ketentuan-ketentuan internasional yang berlaku 
(Konvensi Bern) juga diberikan kebebasan menentukan Ciptaan-Ciptaan 
tertentu yang lain untuk diberikan perlindungan.
85
 
Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa pemberiar 
perlindungan terhadap seni batik dalam hukum hak Cipta Indonesia bukan 
merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan internasional yang ada 
baik Konvensi Bern maupun TRIPS.  
Jangka waktu perlindungan yang diberikan TRIPs untuk karya seni 
adalah selama hidup pencipta, atau tidak boleh kurang dari 50 tahun 
terhitung sejak akhir tahun takwim pada penerbitannya secara sah 
dilakukan, atau apabila penerbitan tersebut tidak dilakukan dalam jangka 
waktu 50 tahun sejak karya dibuat maka jangka waktu tersebut tidak boleh 
kurang dari 50 tahtm terhitung sejak akhir tahun takwim pada saat karya 
tersebutdibuat.  Sementara jangka waktu perlindungan yang diberikan oleh 
Konvensi Bern adalah selama hidup pencipta dan 50 tahun setelah 
kematiannya. 
Di dalam praktik, banyak karya seni batik yang tidak diketahui 
penciptanya. Hal seperti ini tidak diatur dalam TRIPs. Namun Konvensi 
Bern sebagai acuan TRIPs justru mengaturnya jangka waktu perlindungan 
yang diberikan bagi karya Cipta tanpa nama oleh Konvensi Bern adalah 
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berakhir selama 50 tahun setelah karya Cipta tersebut secara hukum telah 
tersedia untuk umum.  Namun demikian jangka waktu perlindungan 
terhadap karya Cipta tersebut memiliki pengecualian dan pembatisan 
terhadap hak eksklusif yang diberikan sepanjang tidak bertentangan 
dengan pemanfaatan secara wajar atas karya yang bersangkutan dan tidak 




5.  Teori tentang Bekerjanya Sistem Hukum 
Menurut pemikiran Lawrence M. Friedman, sistem hukum itu 
sendiri dalam reaitasnya mempunyai beberapa aspek, sehingga karenanya 
agar fungsi hukum dapat berjalan secara efektif dan efisien, hendaknya 
aspek-aspek hukum tersebut perlu diberdayakan yang meliputi : Substansi 
Hukum (The Legal Substance), Struktur Hukum (The Legal Structure) dan 
Budaya Hukum (The Legal Culture). 
Substansi Hukum (The Legal Substance), yaitu aturan, norma, dan 
pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga 
berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem 
hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang 
mereka susun. Substansi juga mencakup living law (hukum yang hidup), 




Struktur Hukum (The Legal Structure), struktur yaitu kelembagaan 
yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi 
dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini 
dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan 
pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
88
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Budaya Hukum (The Legal Culture), adalah sikap manusia 
terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta 
harapannya. "Legal culture refers, then, to those parts of general culture-
customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces to 
ward or away from the law and in particular ways".
89
 Pemikiran dan 
pendapat ini sedikit banyak menjadi 'penentu jalannya proses hukum. Jadi, 
dengan kata lain kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan 
sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau 
disalahgunakan. Tanpa kultur hukum, maka sistem hukum itu sendiri tidak 
berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, dan bukan seperti 
ikan hidup yang berenang di laut. 
Komponen kultural yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap 
yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau yang menurut Friedman 
disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai 
jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah 
laku hukum seluruh warga masyarakat.
90
  
Secara singkat, menurut Friedman cara lain untuk menggambarkan 
ketiga unsur sistem  hukum itu sebagai berikut :
91
 
a. Struktur hukum diibaratkan sebagai mesin. 
b. Substansi hukum adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh 
mesin itu. 
c. Kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk 
menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan 
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B. Kerangka Pemikiran      
 














Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2002 tentang Hak Cipta 
Pasal 35 
tentang Pendaftaran 






Penjelasan Bagan :  
Dewasa ini perdagangan Hak Kekayaan Intelektual dapat dikatakan 
sama pentingnya dengan dengan perdagangan barang dan jasa. Oleh 
karena itu aspek perlindungan Hak Kekayaan Intelektual juga semakin 
penting dalam hubungan ekonomi dan negara-negara dituntut untuk 
memberikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual secara baik melalui 
hukum nasional mereka masing-masing. 
Pada tanggal 10 Mei 1997, Indonesia meratifikasi Konvensi Paris 
tentang Perlindungan Hak Kekayaan Industri (sebagaimana direvisi di 
Stockholm tahun 1967). Ratifikasi Konvensi Paris tersebut kemudian 
diikuti dengan pembaharuan berbagai undang-undang Hak Kekayaan 
Intelektual, yakni pada tahun 1982 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Setelah ratifikasi Indonesia terhadap 
Persetujuan WTO, maka perlindungan terhadap HKI di Indnesia semakin 
dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan TRIPs yang merupakan salah 
satu bagian dari persetujuan-persetujuan WTO. Untuk itu, undang-undang 
hak cipta diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2002. 
Pentingnya diberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta 
karena perlindungan hak cipta sangat dibutuhkan dalam rangka untuk 
memberikan insentif bagi pencipta untuk menghasilkan karya-karya 
ciptanya. Hal ini juga terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang Hak Cipta 
yang mengatur mengenai pendaftaran hak cipta untuk memperoleh 
perlindungan hukum. 
Namun dalam perkembangannya, pendaftaran hak cipta belum 
sepenuhnya dimanfaatkan oleh para pengrajin batik Solo. Hal ini 
disebabkan karena kesadaran hukum dan tingkat kepatuhan hukum 
masyarakat terhadap Undang-Undang Hak Cipta masih rendah. Selain itu, 
adanya faktor budaya, faktor ekonomi dan faktor prosedur pendaftaran 
yang berbelit-belit  
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C. Penelitian yang Relevan 
Penelitian yang relevan dengan apa yang menjadi pilihan penulis 
hingga hari ini belum begitu banyak. Apalagi yang menyoroti khusus tentang 
Perlindungan Hukum terhadap Pengrajin Batik Solo dalam Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atas Pendaftaran Hak Cipta Motif 
Batik Solo. Meski begitu, kami menemukan beberapa penelitian tentang hak 
cipta yang masih relevan atau terkait dengan penelitian yang dilakukan, di 
antaranya : 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Hamim Pou, yang berjudul Implementasi 
Kebijakan Hak Cipta atas Seni Tari Pendet Bali berdasarkan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Penelitian ini 
mambahas implementasi dari kebijakan perlindungan hak cipta atas karya 
seni tari pendet Bali oleh Pemerintah telah sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
92
 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Adnan, yang berjudul 
Perlindungan terhadap Hak Cipta Motif Batif Tradisional Asli Cirebon. 
Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap motif batik 
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A. Jenis Penelitian 
Dalam mempelajari hukum, ada lima konsep hukum menurut Soetandyo 
Wignyosubroto seperti dikembangkan oleh Setiono adalah sebagai berikut:
94
  
1. Hukum adalah asas-asas moral kebenaran  keadilan yang bersifat kodrati 
dan berlaku universal (yang menurut bahasa setiono disebut sebagai 
hukum alam). 
2. Hukum merupakan norma atau kaidah yang bersifat positif dalam sistem 
perundang-undangan. 
3. Hukum adalah keputusan-keputusan badan peradilan dalam penyelesaian 
kasus atau perkara (inconcreto) atau apa yang diputuskan oleh hakim. 
4. Pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan eksis sebagai variabel sosial 
yang empirik. 
5. Manifestasi makna-makna simbolik pada perilaku sosial sebagai dampak 
dalam interaksi mereka.( yang menurut bahasa setiono disebut sebagai 
hukum yang ada dalam benak manusia) 
Penelitian ini mendasarkan pada konsep hukum yang ke-5, yang 
menurut Soetandyo Wignyosubroto seperti dikembangkan oleh Setiono
95
 
yaitu, hukum yang ada dibenak manusia. Penelitian ini akan menggali 
pendapat-pendapat, ide-ide, pikiran-pikiran dari pelaku peristiwa secara 
langsung dan mendalam sehingga memperoleh informasi dan data-data yang 
akurat, yang diperlukan.  
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum non doktrinal, dimana 
dijelaskan oleh Soetabdyo Wignyisoebroto dalam Bambang Sunggono, 
penelitian non doktrinal adalah penelitian berupa studi-studi empiris untuk 
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menemukan  tepri-teori mengenai kepentingan yang dilindungi oleh hukum 
dan mengenai proses berlakunya hukum dalam masyarakat.
96
 
Adapun metode pendekatanya melalui pendekan kualitatif  karena 
bertujuan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam arti tidak mengenal 
pemilahan-pemilahan gejala secara konseptual ke dalam aspek-aspeknya yang 
eksklusif yang dikenal dengan sebutan variebel. Dalam hubungan ini metode 
kualitatif juga dikembangkan untuk mengungkapkan gejala-gejala kehidupan 
masing-masing masyarakat seperti apa yang terpersepsi oleh warga-warga 
masyarakat seperti apa yang terpersepsi oleh warga-warga masyarakat itu 





B. Bentuk Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian diagnostik, yaitu merupakan suatu 
penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-
sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala. Oleh karena itu dalam 
penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-
sebab pengusaha batik di Solo mendaftarkan atau tidak mendaftarkan hak 
cipta motif batiknya dan kendala-kendala yang dialami oleh pengrajin batik 
Solo dalam pandaftaran hak cipta motif batik. 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
a. Data Primer 
Data primer diperoleh dari informan dan responden dalam penelitian 
ini adalah produsen dan pengrajin batik di laweyan Solo serta Kantor 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Divisi Pelayanan Hukum dan Hak 
Asasi Manusia di Semarang. 
b. Data Sekunder 
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Data sekunder adalah data yang dikumpulkan tidak langsung dari 
responden. Data sekunder berupa dokumen-dokumen, arsip maupun 
data lain yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah 
 
2. Sumber Data 
a. Sumber Data Primer  
Batik Mahkota Laweyan (Alpha), Gunawan Design (Kurnia Pribadi), 
Batik Putra Laweyan (Mohamad Azis), Graha Batik Cempaka (Arvi), 
Satrio Luhur (Andi), Gres Tenan (Tutik), Batik Adityan (Hajah Tutik), 
Batik Sido Mukti (Hajah Nurul Yunus), Merak Manis (Hadi 
Sudaryono), Puspa Kencana (Satrio).  
b. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi: 
1) Bahan-bahan hukum primer: 
 Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan ilmu hukum 
yangberhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti. 
Bahan hukum primer penelitian ini terdiri dari  
a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 
c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang ratifikasi TRIPs  
(Agreement on Trade-related Aspets of Intellectual Proprety 
Rights)  
d) Keputusan Presiden Repiblik Indonesia nomor 18 tahun 1997 
tentang ratifikasi Konvensi Bern (Bern Convention for 
Protection of Libarary an Artistic Work) 
e) Keputusan Presiden Repiblik Indonesia nomor 19 tahun 1997 
tentang Ratifikasi Konvensi WCT (Wipo Copyright Treaty) 
f) Peraturan Menteri kehakiman RI nomor M.01-HC-03.01 tahun 
1987 tentang Pendaftaran Hak Cipta 
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2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya 
dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis 
dan memahami bahan hukum primer adalah: 
a) Hasil penelitian yang berkaitan dengan Hukum Bisnis 
khususnya terkait dengan Hak Cipta motif batik solo 
b) Buku- buku Hukum Bisnis yang berkaitan dengan HKI 
3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan 
informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder, misalnya : 
a) Kamus Besar Bahasa Indonesia 
b) Kamus Umum Lengkap Inggris- Indonesia, Indonesia – Inggris 
c) Kamus Hukum 
 
D. Lokasi penelitian 
Penelitian dilakukan pada sentra Industri Batik di Laweyan Solo (Batik 
Mahkota Laweyan, Gunawan Design, Batik Putra Laweyan, Graha Batik 
Cempaka, Satrio Luhur, Gres Tenan, Batik Adityan, Batik Sido Mukti, Merak 
Manis, Puspa Kencana) sebagai tempat penghasil dan penjualan motif batik 
Solo dan Kantor Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah 
Jateng. 
 
E. Tehnik Pengumpulan Data 
Teknik yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Wawancara 
Data primer diperoleh dari metode utama pengumpulan data yaitu 
wawancara mendalam (indepth interview) melalui penelitian lapangan. 
Dalam penelitian lapangan, hal ini dilakukan dengan wawancara langsung 
dengan responden dan informan, yaitu para pengusaha batik di Laweyan 
dan Kepala Divisi Pelayanan HUKUM dan HAM Kantor Wilayah Jawa 
Tengah yaitu Agustina Barsono, SH untuk memperoleh penyelesaian dari 
permasalahan. 
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 Dalam hal penentuan tehnik sampling yang dipakai adalah 
porposive sampling (Non Probability Sampling), yakni suatu tehnik 
sampling dimana sample yang diambil sudah ditentukan sebelumnya. 
Dalam hal ini lokasi yang dijadikan sample adalah Sentral Industri batik 
Laweyan Solo dan juga instansi terkait dalam hal penelitian terhadap 
perlindungan pendaftaran terhadap hak cipta motif batik solo di sentral 
industri Batik Laweyan Solo. 
2. Studi Kepustakaan 
Merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan membaca, mengkaji 
dan mempelajari bahan-bahan refensi yang berkaitan dengan materi yang 
teliti untuk mendapatkan data-data. 
 
F. Teknik Analisis Data 
Tekinik analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu 
suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif analisis,  yaitu apa 
yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya 
nyata yang diteliti dan dipelajari suatu yang utuh
98
. Analisis juga 
menggunakan logika berpikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang 
bersifat khusus menjadi kasus yang bersifat umum. Dilakukan dengan 
mengumpulkan data-data yang bersifat khusus kemudian diproyeksikan 
kepada teori yang berlaku dan memberikan jawaban tentang masalah 
perlindungan hukum terhadap pengrajin batik Solo atas pendaftaran hak cipta 
motif batik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 
kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Selain 
itu, teknik analisis menggunakan theoritical interpretation, artinya data yang 
ada ditafsirkan berdasarkan teori dengan peraturan yang berlaku kemudian 
disimpulkan. Data hasil penelitian di lapangan yang dilakukan terhadap para 
pengrajin batik Solo, ditafsirkan berdasarkan teori tentang bekerjanya sistem 
hukum dan teori tentang efektifitas hukum dengan Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2002 tentang Hak Cipta untuk mendapatkan suatu kesimpulan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Secara geografis Kota Surakarta berada antara 110045'15'' - 
110045'35'' Bujur Timur  dan antara 7036'00''- 7056'00' 'Lintang Selatan, 
dengan luas wilayah kurang lebih 4.404,06 Ha. Kelurahan Laweyan luas 
wilayahnya 24.83 ha dengan penduduk sekitar 2500 jiwa. Laweyan adalah 
kampung batik tertua di Indonesia. Seiring perkembangannya 
Dicanangkannya laweyan sebagai “kampoeng wisata batik” pada tanggal 
25 september 2004, atau lebih dikenal dengan sebutan Kampoeng Batik 
Laweyan. Kampoeng Batik Laweyan dari sisi sejarah, budaya, arsitektur, 
obyek wisata, fasilitas umum, dan produknya yang khas yaitu Batik.  
Eksistensi para pengusaha batik atau juragan Laweyan sangat 
terkenal terutama pada jaman keemasan era KH Samanhudi sekitar tahun 
1911. Seiring jaman yang terus berubah, Laweyan mengalami pasang surut 
sampai sekarang. KH Samanhudi Menanggapi tantangan globalisasi yang 
semakin dinamis dan kompetitif. Maka pada tahun 2004 dibentuklah 
Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan. FKBL dibentuk dari 
berbagai unsur masyarakat Laweyan dengan tujuan membangun serta 
mengoptimalkan seluruh potensi Kampoeng Laweyan untuk bangkit 
kembali dan menyiapkan diri dalam menghadapi tantangan globalisasi. 
pada tahun 2006 telah dimulai proyek revitalisasi Kampoeng Batik 
Laweyan tahap I dengan membangun berbagai sarana seperti shelter papan 
reklame, pagar tanaman, tiang lampu hias dan ornamen batik di tiap 
perempatan jalan Sidoluhur. Sarana tersebut menjadikan Kampoeng 
Laweyan lebih menarik, lebih informatif, dan lebih asri, sehingga harapan 
untuk menjadikan Kampoeng Laweyan sebagai kawasan wisata batik 
segera tercapai. Ornamen Batik dan Tugu Kampoeng Batik Laweyan. 
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2.  Perkembangan Kampoeng Batik Laweyan  
Kampung Batik Laweyan, dalam waktu dekat ini akan berkembang 
menjadi sebuah kawasan pengembangan batik secara utuh, dan tidak 
hanya terbatas sebagai kawasan sentra produksi kerajinan batik saja, 
namun kampoeng Batik Laweyan sudah dikembangkan sebagai kawasan 
wisata dan herritage, maka nantinya akan berkembang lebih luas lagi 
cakupannya. Yakni, Batik Park, Jadi nanti Solo tidak hanya memiliki Solo 
Techno Park (STP) saja, tetapi juga Batik Park. 
Pengukuhan rencana pengembangan kawasan ini sudah dipertegas 
dengan ditandatanganinya memorandum of understanding (MoU) dengan 
Universitas Islam Batik (Uniba) Solo, pada tanggal 28 januari 2010. MoU 
tersebut ditandatangani oleh Alpha sebagai perwakilan FKPBL dan Rektor 
Uniba, Prof Zaini Mochtarom. Kampoeng Batik Laweyan selain akan terus 
dikembangkan sebagai kawasan wisata, herritage juga akan sebagai 
kawasan edukasi. Kampung Laweyan adalah wilayah yang cukup kental 
dengan sejarah. Sehingga, nantinya Laweyan akan dijadikan pusat studi, 
pengembangan serta penelitian batik dalam skala nasional maupun 
internasional. 
Kampoeng batik laweyan sendiri terdapat kurang lebih 214 
pengrajin batik dan juga toko-toko batik yang berada dikawasan sentra 
industri Batik Laweyan, namun hanya 5 persen (5%) dari pengrajin  yang 
sudah mendaftarkan Hak Ciptanya. Di Kampoeng Batik Laweyan tidak 
hanya took-toko batik saja yang terdapat disitu, tapi juga tempat-tempat 
pembuatan batik, dari mulai batik tulis hingga batik cap. Wisata batik pun 
disediakan di Kampoeng Batik Laweyan agar para wisatawan yang datang 
ke kampoeng Batik laweyean tidak hanya sekedar membeli batik saja, tapi 
juga menikmati obyek lain yang berada dikawasan Kampoeng Batik 
Laweyan. Seperti halnya belajar membuat batik tulis dengan menggunakan 
canting dan bahan malam. di showroom batik lainnya juga memberikan 
fasilitas lain seperti mencicipi makana khas yang ada di Solo, seperti srabi 
notosuman, minum racikan jamu tradisional dan juga pecel solo. Pada hari 
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sabtu yang lalu tepatnya tanggal 24 april 2010 kampoeng batik laweyan 
menggelar acara membatik bersama dengan atlet-atlet bulu tangkis 
disepanjang jalan sidoluhur. Dengan beragamnya acara yang selalu digelar 
dikawasan Kampoeng Batik Laweyan Solo diharapkan perkembangannya 
semakin meningkat, seiring perkembangan  batik yang semakin beragam.  
 
 
   3. Prosedur dan Biaya Pengajuan Permohonan Ciptaan 
Permohonan pendaftaran untuk ciptaan seni batik khususnya yaitu: 
a. Permohonan pendaftran ciptaan diajukan dengan cara mengisi formulir 
yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 
3 (tiga). 
b. Pemohon wajib melampirkan: 
 1) Surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa;  
2) Ciptaan yang harus memberikan contoh seni batik, yaitu berupa 
motif-   motif  batik yang akan didaftarkan masing-masing 10 
buah. 
c. Dalam hal permohonan pendaftaran ciptaan pemegang hak ciptanya 
bukan Si pencipta sendiri, pemohon wajib melampirkan bukti 
pengalihan hak cipta tersebut 
Mengajukan pendaftaran hak cipta ditempuh dengan prosedur 
yaitu, mengajukan  permohonan permohonan pendaftaran hak cpta dengan 
mengisi formulir pendaftaran, melampirkan contoh ciptaan dan urain atas 
ciptaan yang  dimohonkan. Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta 
atau pemegang hak cipta, melampirkan bukti badan hukum bila 
permohonan adalah badan hukum, melampirkan surat kuasa bila memalui 
kuasa, kemudian membayar biaya permohonan. Setelah semua berkas 
pemohon terpenuhi dengan pemeriksaan administratif apakah persyaratan 
yang diajukan sudah lengkap atau belum lengkap, berkas yang tidak 
lengkap untuk melengkapinya diberikan waktu maksimal 3 bulan untuk 
melengkapinya, apabila tidak melengkapi dengan sendirinya akan ditolak, 
untuk yang  lengkap kemudian dilanjutkan dengan tahap evaluasi ke 
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absahan data-data yang dilampirkan, baru dapat didaftarkan ciptaannya 
tadi kemudian baru diberikan surat pendaftaran ciptaan. 
 
 
Tabel 1. Tabel Biaya Permohonan Hak Cipta berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 
 
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN SATUAN TARIF 
PAJAK     
HAK CIPTA         
1. Biaya permohonan pendaftaran suatu 
ciptaan per permohonan Rp. 200.000 
2. Biaya permohonan pendaftaran suatu 
ciptaan  per permohonan Rp. 300.000 
    berupa program komputer       
3. Biaya permohonan pencatatan pemindahan      
    hak atas suatu ciptaan yang terdaftar dalam  per permohonan Rp. 75.000 
    daftar umum ciptaan        
4. Biaya (jasa) penerbitan sertifikat hak cipta per permohonan  Rp. 100.000 
5. Biaya permohonan perubahan nama dan      
    alamat suatu ciptaan yang mendaftar dalam  per permohonan  Rp. 50.000  
    daftar umum ciptaan       
6. Biaya permohonan petikan tiap pendaftaran per pemohonan  Rp. 50.000  
    ciptaan dalam daftar umum ciptaan      
7. Biaya Penetapan lisensi hak cipta per pemohonan  Rp. 75.000 
 
 
B. Pembahasan dan Analisis 
1. Alasan Pengrajin Batik Solo Tidak Memanfaatkan Instrumen 
Pendaftaran Hak Cipta Motif Batik Solo  
Persetujuan TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property 
Rights atau Aspek-aspek Perdagangan yang bertalian dengan Hak Milik 
Intelektual), merupakan salah satu issue dari 15 issues dalam persetujuan 
GATT (General Agreement on Tariff and Trade) yang mengatur masalah 
hak milik intelektual secara global. Dokumen akhir Putaran Uruguay 
(GATT) disetujui pada 15 Desember 1993 dan diratifikasi pada 15 April 
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1998 dari pukul 13.00 sampai pukul 17.30 waktu setempat di Marrakech, 
321 km ke arah Barat dari kota Rabai Ibukota Maroko, Afrika Utara. 
Dokumen akhir Putaran Uruguay setebal lebih dari 500 halaman 
dengan lebih dari 28 kesepakatan perdagangan yang global telah 
ditandatangani oleh 125 negara termasuk Indonesia. Kesepakatan-
kesepakatan dibidang perdagangan global dengan diikuti lahirnya WTO 
(World Trade Organization) itu ditutup secara resmi oleh Raja Hasan II 
dari Maroko tepat pada pukul 18.15.  
Secara umum persetujuan TRIPs berisikan norma-norma yuridis 
yang harus dipatuhi dan dilaksanakan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, 
di samping pengaturan nengenai larangan melakukan perdagangan atas 
barang hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Di dalam 
persetujuan TRIPs ini terdapat beberapa aturan baru di bidang Hak 
Kekayaan Intelektual dengan standard pengaturan dan perlindungan yang 
lebih memadai dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan 
Nasional (Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten dan 
Undang-Undang Merek), dengan disertai pula sanksi keras berupa 
pembalasan (Cross Retaliation) di bidang ekonomi yang ditujukan kepada 
suatu negara (anggota) yang tidak memenuhi ketentuannya. 
Indonesia merupakan salah satu negara yang turut serta 
menandatangani Dokumen Akhir Putaran Uruguay (GATT), dimana 
TRIPs termasuk salah satu di dalam kesepakatan tersebut. Sebagai 
konsekuensinya, Indonesia harus menyesuaikan peraturan perundang-
undangan dengan ketentuan TRIPs. Penyesuaian-penyesuaian tersebut 
tidak hanya menyangkut penyempumaan, tetapi juga pembuatan produk 
hukum baru di bidang Hak Kekayaan Intelektual, dengan disertai 
infrastruktur pendukung lainnya. 
Batas waktu penyesuaian ditentukan hanya 5 tahun (masa 
peralihan) terhitung dari mulai berlakunya persetujuan secara efektif. 
Dengan demikian maka Indonesia harus menyesuaikan undang-undang 
nasionalnya segera dengan sasaran agar apabila tiba tahun 2000, undang-
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undang nasionalnya telah menyesuaikan diri dengan konvensi yang sudah 
berlaku secara intemasional. 
Indonesia sebagai salah satu negara berkembang mempunyai 
kepentingan spesifik untuk berperan serta secara aktif dalam perundingan 
Putaran Uruguay untuk mengakomodasi TRIPs dalam perangkat hukum 




1. Pembangunan nasional secara menyeluruh merupakan tujuan utama 
Pemerintah Indonesia; 
2. Di bidang ekonomi tujuan pembangunan hanya dapat tercapai bila 
Indonesia dapat mencapai dan mempertahankan laju pertumbuhan 
yang cukup tinggi dengan tingkat inflasi yang terkendali; 
3. Dalam upaya untuk mencapai laju pertumbuhan yang cukup tinggi 
tersebut, sektor luar negeri telah memegang peranan penting. Hal ini 
akan tetap berlaku pada tahun-tahun mendatang karena pasar dalam 
negeri dengan tingkat pendapatan nasional perkapita yang relatif masih 
terlalu rendah, tidak dapat menjadi motor pendorong laju pertumbuhan 
nasional yang cukup tinggi; 
4. Berbeda dengan tahun 1970-an, dimana penghasilan dari sektor migas 
menjadi andalan dari program pembangunan, sejak tahun 1980-an 
Indonesia memusatkan perhatian terutama pada sektor non migas; 
5. Agar ekspor non migas dapat terus berkembang dengan pesat, maka 
pemerintah telah mengambil serangkaian langkah-langkah deregulasi 
dan debirokrasi untuk meningkatkan efisiensi dalam bidang 
perekonomian. Program tersebut akan terus dilakukan karena 
kepentingan nasional menunjukkan bahwa langkah-langkah tersebut 
merupakan suatu hal yang strategis dan sangat tepat untuk mencapai 
tujuan pembangunan jangka panjang yang telah ditentukan oleh pihak 
Indonesia sendiri; 
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6. Di luar negeri upaya pengamanan ekspor non-migas tergantung pada 
keterbukaan pasar terjamin. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka 
Indonesia bersama Negara anggota lainnya berupaya untuk menjaga 
agar keterbukaan sistem perdagangan internasional yang hingga 
sekarang masih dapat dipertahankan melalui GATT dapat terjamin. 
Seiring dengan tumbuhnya kesadaran sebagian besar masyarakat, 
telah terjadi pergeseran persepsi yang meletakkan nilai aset tak nyata yang 
mencakup antara lain : berbagai karya inovatif, informasi, ilmu 
pengetahuan, kecakapan teknik sejajar atau bahkan lebih penting daripada 
nilai aset nyata, misalnya : tenaga kerja, modal atau uang, tanah. Sebagai 
salah satu bentuk aset nyata kekayaan intelektual merupakan istilah yang 
semakin sering digunakan walaupun masih tetap kurang dipahami secara 
baik. Belum banyak yang menyadari bahwa kekayaan intelektual memiliki 
konsep hukum yang jelas dan erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. 
Kekayaan intelektual merupakan alat penunjang kegiatan ekonomi 
dan penciptaan kreasi yang pada saat ini belum digunakan untuk 
memberikan hasil yang optimal di semua negara, terutama negara yang 
sedang berkembang. Kekayaan intelektual adalah sebuah kekuatan yang 
dapat digunakan untuk memperkaya kehidupan seseorang dan masa depan 
suatu bangsa sacara material, budaya, dan sosial. Kekayaan intelektual 
mendukung dan memberi penghargaan kepada para kreator, merangsang 
pertumbuhan ekonomi dan memajukan perkembangan sumber daya 
manusia karenanya kekayaaan intelektual bersifat memberdayakan. Yang 
menurut pandangan utilitarianisme dikatakan sebagai berikut : 
linking copyright with Locke’s theory of property writ large 
implies that creative works are similar to physical goods. Both can 
be owned, both can be ―propertized.‖ Thus, authors, for example, 
can sell their copyrights like any other property right, and the new 
owner of such rights is—at least legally—like its creator. In fact, 
the term intellectual property itself implies that intellectual 
creations are just another, albeit slightly special, form of property, 
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Sebagaimana halnya dengan aset nyata yang sistem 
perlindungannya sudah lebih dikenal dan diterapkan oleh masyarakat 
(seperti : hak tanah, yang mencakup pengaturan mengenai hak dan 
kewajiban pemiliknya), kekayaan intelektual pun memerlukan adanya 
perlindungan hukum yang memadai, yang memngkinkan seorang pemilik 
kekayaan intelektual mencegah pihak lain yang tidak berhak untuk 
memanfaatka atau mengeksploitasi kekayaan intelektual terkait. Pada 
umumnya, perlindungan atau suatu kekayaan intelektual diberikan oleh 
institusi, dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual 
kepada pemohon setelah memenuhi persyaratan tertentu. 
Perlindungan atas hak cipta dan hak-hak terkait berlaku sejak 
diumumkannya suatu karya cipta atau karya cipta terkait untuk yang 
pertama kalinya. Walaupun demikian di Indonesia untuk lebih menjamin 
kepastian hukum dihimbau agar terhadap karya cipta atau karya cipta 
terkait tetap diajukan permohonan pendaftarannya ke Direktorat Jenderal 
Hak Kekayaan Intelektual.  
Secara garis besar bentuk perlindungan hukum atas kekayan 
intelektual dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu : 
a. Hak Cipta dan Hak-Hak Terkait 
b. Hak Kekayaan Industri, mencakup : 
- Paten 
- Merek 
- Desain Industri 
- Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 
- Perlindungan Varietas Tanaman 
Batik yang sekarang dikenal sebagai salah satu produk fesyen 
merupkan tradisi yang sudah ada sejak berabad-abad silam. Awlnya batik 
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merupakan busana kebesaran para raja dan bangsawan di Jawa terutama 
pada Kerajaan Majapahit hingga Mataram. Abad XIX produk batik mulai 
diorientasikan untuk kepentingan komersial. Pada masa inilah batik 
mengalami modifikasi dalam motif dan warna yang selalu mengikuti trend 
dan selera pasar. Perkembangan ini membuat batik semakin dikenal luas 
dan menjai trend dalam berbusana. Kini, batik sudah diterima sebagai 
warisan budaya dunia milik Indonesia sejak UNESCO mengakuinya pada 
tanggal 2 Oktober 2009. 
Penelitian yang telah dilakukan terhadap para pengrajin batik Solo, 
dikemukakan oleh  Mohamad Aziz. F (Batik Putra Laweyan) bahwa 
“Sangat perlu mendaftarkan hak cipta motif batik Solo karena 
faktor budaya, yaitu ingin melestarikan motif batik Solo yang 
merupakan warisan budaya bangsa selain itu faktor ekonomi untuk 
mencari keuntungan semata.
101” 
Selain itu, pendapat yang sama juga diberikan oleh Gunawan Kurnia 
Pribadi (Batik Gunawan Design) bahwa : 
“Perlu mendaftarkan hak cipta motif batik Solo karena faktor 




Sedangkan menurut pendapat Arvi pemilik dari Graha Batik Cempaka 
mengungkapkan. 
“Sangat perlu mendaftarkan hak cipta motif batik Solo karena 
faktor budaya, yaitu ingin melestarikan motif batik Solo yang 
merupakan warisan budaya bangsa Hal ini dilakukan untuk 
mencegah penjiplakan motif batik yang dihasilkannya.
103” 
Dari berbagai penadapat yang telah diungkapkan oleh para 
pengarjin batik di atas, dapat disimpulkan bahwa pendaftaran motif batik 
Solo sangat perlu dilakukan. Hal ini tidak terlepas dari faktor budaya, yaitu 
ingin melestarikan warisan budaya bangsa selain itu juga untuk mencegah 
terjadinya penjiplakan motif batik antara pengrajin batik yang satu dengan 
pengrajin batik yang lain. 
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pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, maksudnya semua 
pendaftaran ciptaan diterima tidak selalu mengadakan penelitian 
mendalam atas permohonan, kecuali jika sudah jelas ternyata ada 
pelanggaran hak cipta.  
Faktor-faktor positif pendaftran hak cipta yaitu:  
1. si pencipta atau pemegang hak cipta, setelah pendaftarn hak cipta 
diterima baik atau disahkan oleh pejabat yang berwenang, 
mendapatkan semacam kepasstian hukum mengenai hak ciptanya 
2. apabila terjadi sengketa mengenai hak cipta, maka pada umumnya 
ciptaan yang telah didaftarkan mempunyai kedudukan yang lebih 
kuat daridapa yang belum terdaftar, minimal pembuktiannya lebih 
mudah. 
 
Penelitian lapangan yang dilakukan mengenai pengrajin batik yang 
sudah mendaftarkan dan yang belum mendaftarkan dapat juga dilihat dari 
tabel berikut ini : 
 
Tabel 2 
Pendaftaran Hak Cipta Motif Batik Solo 





Nama Pengrajin Batik 
 Dan Nama Showroom 
                Mendaftarkan Ciptaannya 
YA  TIDAK 
1. Andy Batik Satrio Luhur             TIDAK 
2. Ibu Tutik Batik Gres 
Tenan 
            TIDAK 
3. Mohamad Aziz.F 
Batik Putra Laweyan 
            TIDAK 
4. Gunawan Kurnia Pribadi                YA  
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Gunawan Design 
5. Hadi Sudaryono 
Batik Merak Manis 
             TIDAK 
6. Alpha Batik Mahkota 
Laweyan 
              TIDAK  
7. Hj. Nurul yunus 
Batik Sidomukti 
              TIDAK 
8. Arvi Graha Batik 
Cempaka 
              YA  
9. Hj. Tutik Batik Aditya                TIDAK 
 
Sumber: Data Primer 2010 
 
Dari tabel di atas terlihat bahwa para pengrajin batik yang telah 
menciptakan motif-motif batik yang telah mereka ciptakan masih belum 
semua mendaftrakannya. Hanya 5 % dari pengrajin yang sudah 
mendaftarkan hak ciptanya. Padahal untuk melihat tingakat keefektifan 
suatu undang-undang harus mencapai 7,6% dari jumlah seluruh pengrajin 
batik di Laweyan yang mendaftarkan hak cipta motif batiknya. Para 
pengrajin batik Laweyan mempunyai alasan sendiri untuk tidak 
mendaftarkan motif batiknya. Hal ini disebabkan anggapan para pengrajin 
bahwa meskipun mereka mendaftarkan atau tidak mendaftarkan motif 
batiknya, mereka masih tetap mendapatkan perlindungan dari pemerintah. 
Namun apabila terjadi suatu sengketa mengenai hak cipta motif batik, 
maka pengrajin yang sudah mendaftarkan hak cipta lebih mudah dalam hal 
pembuktiannya. 
Hak Cipta sebenarnya ada secara otomatis ketika suatu ciptaan 
lahir, dari seseorang Pencipta, pada pasal 35 ayat 4 dijelaskan bahwa 
pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau 
pemegang Hak Cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai 
sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Hal ini 
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berarti suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap 
dilindungi. Dengan demikian, pendaftaran Hak Cipta tidak merupakan 
keharusan, karena tanpa pendaftaran pun Hak Cipta dilindungi, hanya 
mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan sukar dan memakan waktu 
pembuktian Hak Ciptanya daripada ciptaan yang telah didaftarkan. Namun 
dengan adanya pasal tersebut, diharapkan para pengrajin batik untuk tetap 
mendaftarkan Hak Cipta terhadap motif batik solo yang mereka ciptakan 
agar dapat terlindungi secara sah apabila terjadi suatu sengketa di 
pengadilan niaga
105
, selain itu juga untuk menghindari pembajakan atau 
penjiplakan terhadap motif batik yang telah didaftarkan. Seperti yang 
pernah dialami oleh negara kita Indonesia, dengan di klaimnya motif 
parang oleh pihak malaysia. Dengan adanya hal seperti itu diharapkan para 
pengrajin batik solo khususnya untuk mendaftarkan motif-motif batik yang 
mereka miliki. Peran para pihak yang terkait yaitu konsultan yang 
berkaitan dengan Hak Kekayan Intelektual diharapkan dapat memacu para 
pengrajin batik untuk terus berkarya menciptakan motif-motif yang baru 
kemudian mendaftarkannya. Di negara lain telah membuat trobosan-
trobosan baru agar para pengrajin untuk mengajukan perlindungan hukum 
dengan mendaftarkan motif yang mereka kembangkan, sedangkan di 
Negara kita hal seperti itu belum dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait 
didalam penanganan Hak Cipta motif batik khususnya motif batik solo 
untuk mendapatkan perlindungan dalam bidang Hak Cipta dengan 
mendaftarkan motif yang mereka miliki. 
Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Hak Cipta 
Nomor. 19 tahun 2002 juga telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 38 
tahun 2009 Tentang Tarif Biaya Permohonan pendaftaran Hak Cipta. 
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Namun  pada kenyataannya, Peraturan Pemerintah tersebut dari aspek 
substansi hukumnya masih belum mendukung pengrajin batik untuk 
mendaftarkan motif batik yang mereka ciptakan. Hal ini dapat dilihat dari 
pendapat para pengrajin batik, yaitu Mohamad Aziz. F pemilik Batik Putra 
Laweyan : 
“Saya belum mendaftarkan motif batik yang saya miliki karena 
faktor biaya pendaftaran yang mahal membuat saya enggan 
mendaftarkan hak cipta motif batik.
106” 
 
            Hal senada juga di utarakan oleh Ibu Tutik pemilik Batik Gress 
Tenan, yang mengatakan bahwa biaya pendaftaran yang mahal membuatnya 
enggan mendaftarkan hak cipta motif batiknya dan selama ini tidak 
sosialisasi pentingnya pendaftaran hak cipta motif batik dari Direktorat 
Jendral Hak Kekayaan Intelektual
107
. Selain itu adanya pungutan liar dalam 
proses pendaftaran hak cipta sehingga biaya yang dikeluarkan mencapai 
puluhan juta untuk mendapatkan sertifikat hak cipta dengan cepat.
108
 
Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa sebagaian besar 
pengrajin batik di Solo, belum mendaftarkan motif batik yang dimilikinya 
karena biaya pendaftaran yang mahal. Dalam hal  biaya permohonan, 
permohonan Hak Cipta untuk memperoleh Perlindungan Hukum setelah 
mereka mendaftarkan ciptaannya. Kenyatannya para pengrajin batik 
mengalami tarif pendaftaran tidak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. 
Sehingga dengan adanya seperti pungutan-pungutan yang tidak sesuai 
dengan ketentuan yang membuat mereka enggan mendaftarkan motif batik 
yang mereka miliki dan kembangkan. 
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 Wawancara dilakukan dengan Bapak Hadi Sudaryono pemilik Batik Merak Manis, pada 
tanggal 11 maret 2010, pukul 13.30 WIB, di Batik Merak Manis  
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Hal berbeda dikatakan oleh Agustina Barsono, S.H., Kepala Divisi 
Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah : 
Bahwa biaya pendaftaran tidak mahal. Para pengrajin batik cukup 
hanya mengeluarkan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu 
rupiah).Sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan 




Jika dikaji dari substansi materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2002 Tentang Hak Cipta, ternyata masih ada ketentuan-ketentuan dalam 
pasal-pasalnya yang harus diatur lebih lanjut dengan peraturan-peraturan 
pelaksanaan yang realitasnya sampai sekarang  belum terbuktikan, 
misalnya saja amanat Pasal 37  ayat 5 syarat mengenai tata cara untuk 
dapat diangkat dan terdaftar sebagai konsultan (belum diatur dalam 
Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden. Pasal 37 ayat 6 mengenai 
syarat dan tatacara permohonan pendaftaran (Peraturan Menteri 
Kehakiman Nomor M.01.HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran 
Ciptaan, Tata Cara Pendaftaran) Pasal 47 Ayat 4 tentang Pencatatan 
perjanjian Lisensi (belum ada Keputusan Presiden). 
Secara substansi dan materi ketentuan pendaftaran Hak Cipta Bab 
IV Pasal 35 mengenai Pendaftaran Ciptaan tidak mudah untuk diakses 
oleh pengusaha kecil dan menengah (lihat Peraturan Pemerintah No. 38 
Tahun 2009 tentang Tarif Biaya Permohonan pendaftaran Hak Cipta, 
Biaya pendaftaan sebenarnya relatif terjangkau, namun dalam 
kenyataannya banyak pungutan liar yang terjadi selama proses pendaftaran 
yang menyebabkan biaya menjadi mahal hingga puluhan juta. 
Dengan melihat berbagai fakta dan pendapat yang ada dalam 
lapangan, maka dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2002  tentang Hak Cipta belum efektif. Sehingga perlindungan hukum 
terhadap pengrajin batik Solo pun juga belum efektif. Masih banyak 
terdapat penjiplakan, baik yang dilakukan oleh sesama pengrajin batik 
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lokal maupun oleh pihak-pihak asing. Hal ini sangat merugikan negara, 
tidak hanya dalam bidang seni dan budaya bangsa akan tetapi yang lebih 
penting dalam bidang ekonomi. 
Masyarakat Indonesia dalam hal ini masyarakat pengusaha batik di 
Laweyan merupakan masyarakat lokal, yaitu masyarakat komunal yang 
menempatkan kepentingan bersama lebih tinggi dari kepentingan individu, 
meskipun itu tidak berarti pula bahwa individu kehilangan hak-haknya.
110
 
Tolong menolong merupakan salah satu ciri yang menonjol dalam 
masyarakat lokal di Indonesia. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat di 
bidang Hak Cipta banyak disebabkan oleh pengetahuan dan pemahaman 
tentang ketentuan hukum Hak Kekayaan Intelektual  pada umumnya dan 
khususnya Hak Cipta masih sangat rendah pula, sehingga perlu sosialisasi 
yang terus menerus melalui sarana pendidikan sebagai upaya 
pemberdayaaan masyarakat di bidang Hak Kekayaan Intelektual. 
Kurangnya pendidikan mengenai Hak cipta, membuat para pengrajin batik 
tidak berkeinginan mendaftarkan hasil kreasi mereka melalui motif-motif 
yang mereka buat. Perlu dilakukan di sini pendidikan dan pengetahuan 
mengenai Hak Kekayaan Intelektual sejak dini untuk dapat terciptanya 
budaya hukum masyarakat yang mendukung dan memperkuat pentingnya 
pendaftaran Hak Cipta terhadap motif-motif batik yang mereka miliki. 
Masih banyak dari mereka yang tidak memahami arti pentingnya 
suatu peraturan perundang-undangan. Budaya hukum masyarakat yang 
tidak menganggap penting Undang-Undang Hak Cipta menjadikan 
undang-undang ini tidak dapat berjalan dengan baik. Lebih jauh aspek 
hukum lain yang berhubungan budaya hukum ialah kesadaran hukum, 
tingkat kepatuhan hukum seseorang itu senantiasa tergantung atau 
terpengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum, artinya bagaimana seseorang 
dapat mentaati hukum, kalau ia tidak memahami peraturan atau hukum 
tersebut. Menurut Darmodiharjo dan Sidharta, budaya hukum identik 
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dengan pengertian kesadaran hukum, yaitu kesadaran hukum dari subjek 
hukum secara keseluruhan.
111
 Indikator-indikator kesadaran hukum 
tersebut adalah sebagai berikut :
112
 
a. pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (law awareness); 
Pengetahuan pengrajin batik mengenai peraturan-peraturan 
hukum terutama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak 
Cipta masih sangat rendah. Bahkan kebanyakan dari mereka tidak 
mengetahui adanya Undang-Undang Hak Cipta ini. Hal ini 
menyebabkan Undang-Undang Hak Cipta tidak dapat dijalankan 
secara efektif. Karena efektifnya suatu peraturan perundang-undangan 
ditentukan dari  tingkat kepatuhan masyarakat yang dipengaruhi oleh 
kesadaran hukum masyarakat. Berfungsi-nya hukum merupakan 
pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu 
berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam 
pergaulan hidup. 
b. pengetahuan tentang isi peraturan hukum (law acquaintance); 
 Masyarakat pengrajin batik juga tidak mengetahui substansi dari 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terutama 
Pasal 35 mengenai pendaftaran. Mereka tidak memahami pentingnya 
suatu pendaftaran hak cipta. Terutama dalam Pasal 35 Ayat (4) yang 
menyatakan bahwa pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu 
keharusan bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta, dan timbulnya 
perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud 
dan bukan karena pendaftaran. Memang secara tidak langsung semua 
pengrajin batik mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah 
namun dengan mendaftarkan hak ciptanya, seorang pengrajin batik 
lebih kuat kedudukannya dalam hukum terutama bila terjadi suatu 
pelanggaran hak yang harus diselesaikan di pengadilan. 
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c. sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (legal attitude); 
Sikap masyarakat pengrajin batik terhadap Undang-Undang 
Hak Cipta dapat dilihat dari sedikitnya pengrajin yang mendaftarkan 
hak ciptanya, hanya sekitar 5%. Adanya sikap tradisional yang dimiliki 
oleh pengrajin yang menganggap pendaftaran hak cipta bukan 
merupakan suatu hal yang penting, asalkan perputaran perdagangan 
batik dapat berjalan dengan baik. Masyarakat pengrajin batik juga 
menganggap penjiplakan motif batik adalah suatu hal yang wajar. 
Selain bisa untuk tolong menolong antar sesama pengrajin batik, motif 
batik yang dimilikinya dapat semakin dikenal oleh masyarakat luas. 
d. pola perilaku hukum (legal behavior). 
Pola perilaku hukum dapat diketahui dari tidak adanya 
sosialisasi mengenai arti pentingnya suatu peraturan perundang-
undangan (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta) 
oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Minimnya dana 
dimiliki oleh instansi tersebut sehingga sosialisasi dilakukan oleh 
Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian. Hal ini 
membuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya Undang-
Undang Hak Cipta tidak dapat dilakukan secara maksimal karena 
dilakukan bukan dari Departemen yang bersangkutan. 
Dengan adanya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap 
Undang-Undang Hak Cipta yang rendah, menyebabkan tingkat kepatuhan 
hukum masyarakat terhadap undang-undang ini pun juga rendah. Hanya 
20% pengusaha batik di Laweyan yang patuh terhadap Undang-Undang 
Hak Cipta dengan mendaftarkan hak cipta motif batiknya pada Direktorat 
Jendral Hak atas Kekaayaan Intelektual. Sehingga pendaftaran hak cipta 
motif batik belum dimanfaatkan oleh para pengusaha batik di Laweyan. 
Soekanto dan Abdullah mengemukakan bahwa seseorang patuh pada 
kaidah hukum disebabkan faktor-faktor antara lain :
113
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a. Adanya keinginan untuk menyesuaikan diri dengan kaidah hukum, 
yaitu karena ingin mengharapkan suatu imbalan tertentu atau sebagai 
usaha untuk menghindarkan diri dari kemungkinan-kemungkinan 
terkena sanksi apabila kaidah hukum tersebut dilanggar; 
b. Karena identifikasi, yaitu ingin memelihara hubungan dengan warga-
warga lain yang sekelompok atau pemimpin kelompok tersebut; 
c. Adanya kepentingan yang tertanam (vested interest) dari orang 
tersebut, yaitu keinginan agar kepentingan-kepentingannya terpenuhi 
atau setidak-tidaknya kepentingannya terlindungi oleh hukum; 
d. Karena penjiwaan orang tersebut terhadap kaidah-kaidah hukm. Hal ini 
disebabkan kaidah hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang 
menjadi pegangan warga masyarakat. 
Telah diketahui bahwa kepatuhan subjek pada perintah hukum 
undang-undang nyata sekali jika tidak selamanya dapat dijamin secara 
pasti kalau hanya berdasarkan kekuatan sanksi. Kecuali disebabkan oleh 
kondisi-kondisi objektif yang terdapat dalam atau seputar struktur hukum 
itu sendiri sering kai menyebabkan upaya penegakkan undang-undang 
tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan, kondisi internal warga 
masyarakat baik yang psikologis maupun kultural juga tidak dapat 
diabaikan. Subjektivitas dalam bentuk kesediaan warga untuk menaati 
hukum tanpa diapaksa, ternyata juga menjadi suatu prasyarat terealisasinya 
undang-undang secara signifikan dalam kehidupan hukum sehari-hari.
114
 
Tanpa bangkitnya kesediaan warga dalam mengikuti diperintahkan 
untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan oleh hukum secra sukarela, 
tidak setiap usaha untuk mengefektifkan bekerjanya hukum dalam 
kehidupan bermasyarakat akan dapat terwujud seperti yang diharapkan. 
Ancaman sanksi sekeras apapun terbukti tidak akan dapat mengontrol 
perilaku subjek dengan sepenuhnya. Selalu saja ada celah dan kesempatan, 
sekecil apa pun yang aka coba dimanfaatkan oleh seorang subjek dengan 
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risiko yang telah diperhitungkannya untuk menghindarkan diri dari kontrol 
hukum yang berhakikat sebagai kontrol eksternal itu.  
Dalam kehidupan bermasyarakat nasional yang demokratis, sudah 
waktunya kalau orang diyakinkan bahwa terwujudnya tertib hukum itu 
tidak hanya disebabkan oleh kesadaran warga akan kewajiban mematuhi 
undang-undang tetapi juga kesadaran akan hak-haknya yang dijamin oleh 
undang-undang. Pada hakikatnya, mematuhi hukum adalah bagian dari 
proses merealisasi hak bukan hak kewenangan para pejabat pemerintahan 
yang tengah mengemban kekuasaan, malainkan hak yang telah dihakkan 
kepada para warga. Dari sinilah datangnya prakarsa untuk mengubah 
agenda penyuluhan hukum, dari agenda kerja „pembangkita kesadarn akan 
kewajiban‟ ke agenda baru yang akan lebih menekankan usaha untuk 
„memberantas buta hak‟.115  
Hak cipta dewasa ini telah menjadi isu internasional yang bertujuan 
untuk menentukan arah politik hubungan antar bangsa, politik ekonomi, 
politik pertahanan dan politik budaya. Hak cipta dipakai sebagai alat ukur 
untuk menentukan status sebuah negara maju, berkembang atau 
terbelakang, terutama dalam hal penentuan tingi rendahnya royalti. Hak 
cipta dewasa ini telah mampu menyumbangkan sesuatu bernilai budaya, 
nilai ekonomi, nilai estetik, nilai kreativitas dan nilai sejarah sehingga 
mampu menambah pendapatan. Nilai ekonomi dari hak cipta pada 
hakikatnya memberikan perlindungan bagi si pencipta untuk menikmati 
secara materiil jerih payahnya dari karya cipta tersebut
116
. Benda hasil 
karya cipta dianggap sebagai benda bergerak yang dapat diperjualbelikan, 
diwariskan dan dihibahkan. 
Undang-Undang Hak Cipta yang ada saat ini sudah cukup baik 
untuk menjangkau apabila terjadi pelanggaran hak cipta pada seni batik 
tradisional yang dilakukan oleh masayarakat Indonesia. Aturan-aturan 
yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta telah selaras dengan 
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ketentuan internasional di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (TRIPs). 
Substansi materi yang diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta sudah 
sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan oleh TRIPs, misalnya 
mengenai objek yang termasuk dalam lingkup perlindungan hak cipta dan 
jangka waktu perlindungan yang diberikan bagi masing-masing objek 
tersebut. Namun sangat memprihatinkan karena Undang-Undang Hak 
Cipta belum dimengerti dan dipahami sepenuhnya oleh semua pihak baik 
masyarakat maupun aparat penegak hukum. Kalau pun di antara apaarat 
penegak hukum telah ada yang mengetahui, namun aturan-aturan di dalam 
Undang-Undang Hak Cipta belum dilaksanakan secara maksimal, 
misalnya dalam hal penetapan sanksi pidana bagi para pelanggar hak cipta 
sehingga tidak membuat jera para pelakunya. Melalui penetapan sanksi 
semaksimal mungkin, merupakan salah satu upaya penegakan hukum 
dalam rangka memberikan perlindungan hak cipta pada umumnya dan hak 
cipta karya seni batik pada khususnya. 
Apabila pemahaman akan pentingnya hak cipta bagi karya cipta 
seni batik telah disadari dan diketahui semua pihak, maka diharapkan 
setiap peniruan dan penjiplakan motif batik yang terjadi dapat dilaporkan 
oleh para pihak yang haknya terlanggar sebagai suatu tindak pelanggaran 
yang harus diselesaikan secara hukum. selain itu, etika bisnis di kalangan 
pengusaha batik pun perlu ditingkatkan sehingga timbul kesadaran untuk 
melakukan persaingan bisnis atau usaha secara sehat dengan tidak 
merugikan pihak lain.  
Dengan melihat berbagai fakta dan pendapat yang ada dalam 
lapangan, maka dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2002  tentang Hak Cipta belum efektif. Sehingga perlindungan hukum 
terhadap pengrajin batik Solo pun juga belum efektif. Masih banyak 
terdapat penjiplakan, baik yang dilakukan oleh sesama pengrajin batik 
lokal maupun oleh pihak-pihak asing. Hal ini sangat merugikan negara, 
tidak hanya dalam bidang seni dan budaya bangsa akan tetapi yang lebih 
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penting dalam bidang ekonomi. Sehingga dapat diketahui, yang menjadi 
masalah pokok dalam penegakkan hak cipta di Indonesia adalah : 
a. Pemerintah Indonesia belum menunjukkan kemauan yang kuat untuk 
menegakkan perlindungan hak cipta di Indonesia; 
b. Perundang-undangan hak cipta belum komprehensif; 
c. Pada umumnya, pengetahuan masyarakat masih sangat kurang tentang 
hak cipta khususnya dan hak milik intelektual pada umumnya 
termasuk hukum yang mengaturnya. Bahkan, kalangan masyarakat 
yang terkait langsung dengan ciptaan yang dilindungi itu pun, seperti 
pencipta dan pemegang hak terkait, banyak yang kurang mengetahui 
hak cipta dan hukum yang mengaturnya; 
d. Karena kurang pengetahuan tentang hak cipta itu masih sangat kurang, 
pada umumnya masyarakat tidak menyadari arti pentingnya 
perlindungan hak cipta bagi pengembangan kebudayaan, peningkatan 
kreativitas masyarakat dan pembangunan ekonoi; 
e. Karena kurangnya pengetahuan tentang hak cipta dan juga kurangnya 
kesadaran tentang arti pentingnya perlindungan hak cipta, masyarakat 
banyak yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta. Di pihak 
pencipta dan pemegang hak terkait, kurangnya pemahaman tentang 
hak cipta dan hak terkait membuat mereka kurang bereaksi melihat 
maraknya pelanggaran hak cipta dan hak terkati; 
f. Aparat penegak hukum pun banyak yang kurang memahami hak cipta, 
termasuk hukum yang mengaturnya dan juga kurang menyadari arti 
penting dari perlindunganya; 
g. Karena kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum tentang hak 
cipta dan hukum yang mengaturnya, serta kurangnya keasadaran 
tentang arti penting perlindungannya, kebanykan aparat penegak 
hukum enggan menyeret pelaku pelanggaran hak cipta ke pengadilan 
dan menghukumnya secara maksimal. 
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2. Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Upaya Pendaftaran  terhadap 
Karya Cipta Batik Solo dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2002 tentang Hak Cipta 
Batik merupakan khas budaya bangsa indonesia yang terkenal luas 
secara internasional dan telah memberi manfaat secara ekonomi, membuat 
industri batik memberi potensi sangat penting. Batik solo merupakan 
komoditi yang sangat penting dalam perdagangan domestik maupun 
internasional. 
Kendala-kendala yang dihadapi dalam pendaftaran hak cipta motif 
Solo sangat luas dirasakan baik oleh masyarakat Solo. Batik Solo memiliki 
khasanah motif yang sangat beragam jenisnya. Beragamnya jenis motif 
batik Solo yang semakin bertambah jenis motifnya, kesadaran pengrajin 
batik kota solo untuk mendaftarkan hasil karya ciptaanya sangat rendah, 
mereka lebih senang apabila hasil karyanya ditiru ada kebanggan tersendiri 
apabila orang lain ingin mengembangkan motif  karyanya.  
Sehubungan dengan perlindungan hukum, maka tidak terlepas dari 
sistem hukum yang ada pada suatu negara yang bersangkutan. Menurut 
Friedman, sistem hukum yang terdiri dari tiga komponen, yaitu: substansi 
hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Penegakan hukum sebagai 
suatu permasalahan dalam masyarakat sekurang-kurangnya akan 
mengangkat persoalan-persoalan di sekitar usaha untuk mengekspresikan 
citra moral yang terdukung di dalam hukum, usaha manusia yang dengan 
sengaja dilakukan untuk itu, serta faktor-faktor lain yang mendukung. 
Memandang penegakan hukum sebagai suatu sistem, maka untuk 
menunjang keberhasilannya, diperlukansuatu sinergi antara komponen-
komponennya (subsistem) tersebut diatas. 
 
a. Aspek Substansi Hukum 
Perlindungan hukum berarti menempatkan hukum  sebagai 
suatu solongesetze pada kehidupan sehari-hari. Pada saat itulah hukum 
mendapatkan kesempatannya untuk diuji dan diterapkan dalam dunia 
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kenyataan sehari-hari. Terjadilah di sini suatu proses interaksi yang 
melibatkan yang melibatkan 4(empat) unsur, yaitu: 
1) kemaunan hukum, artinya tujuan-tujuan dan janji-janji yang 
tercantum dalam     peraturan hukum 
2) Tindakan para penegak hukum 
3) Struktur penegakan hukum 
4) Pengaruh atau bekerjanya kekuatan-kekuatan yang berasal dari 
kenyataan hidup sehari-hari 
Munculnya Undang-Undang Hak Cipta, sebenarnya merupakan 
tuntutan dari perubahan jaman serta kebutuhan masyarakat terhadap 
perlindungan dalam penciptaan suatu karya seni dibidang Hak Cipta. 
Kekayaan seni dan budaya merupakan salah satu sumber dari kekayaan 
intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. 
Kekayaan tidak semata-mata untuk seni dan budaya sendiri, tetapi 
dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan dibidang 
perdagangan dan industri yang melibatkan pencipta. Khususnya seni 
batik, diharapkan dengan adanya perlindungan terhadap hak cipta 
motif batik seyogyanya mereka  mengetahui dan mempunyai 
keinginan untuk mendaftarkan motif-motif batik yang mereka miliki 
dan kembangkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya 
penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negaranya. 
 Munculnya Undang-Undang Hak Cipta, tidak lepas dari 
keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dan telah meratifikasi 
TRIPs melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. selain itu 
Indonesia meratifikasi Konvensi Berne melalui Keputusan Presiden 
Nomor 18n Tahun 1997 dan perjanjian Hak Cipta WIPO  melalui 
Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997. penyempurnaan 
sehubungan terhadap Hak Cipta membuat terus berusaha 
menggantikan Undang-Undang Hak Cipta 1997 dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Undang-Undang 
Hak Cipta 2002 ini memuat perubahan-perubahan yang disesuaikan 
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dengan TRIPs dan penyempurnaan beberapa hal perlu untuk memberi 
perlindungan bagi karya-karya intelektual dibidang hak cipta, termasuk 
upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal 
dari keanekaragaman seni dan budaya tradisional Indonesia. 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta ini 
dirumuskan dengan mengacu filosofi pembangunan nasional bahwa 
pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang 
memberiaka jaminan perlindungan hukum bagi pencipta dan pemilik 
hak terkait dengan tetep memperhatikan kepentingan masyarakat luas  
di bidang karya cipta adalah dalam rangka membangun manusia 
Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah  kenegaraan 
Republik Indonesia yaitu dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Tahun 1945. hal tersebut sesuai dengan “asas kepastian hukum”, 
yang dimaksud agar baik pelaku usaha kecil dibidang seni batik 
maupun semua pihak yang ada hubungannya dengan didang usaha ini 
mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan 
perlindungan hukum terhadap motif-motif batik yang mereka ciptakan. 
Disamping itu, munculnya Undang-Undang Hak Cipta 
diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi karya-karya 
intelektual di bidang Hak Cipta, diharapkan agar para pengrajin batik 
untuk terus menciptakan motif-motif batik yang terus berkembang dan 
menbuat bertambahnya keanekanagaan seni batik yang telah ada dan 
diharapkan dengan adanya motif-motif asli Indonesia khususnya motif 
batik solo diharapkan mampu mengungguli motif bangsa lain terutama 
china yang sudah masuk ke Indonesia, dan di Solo pun motif-motif 
china telah berkembang pesat, maka itu para pengrajin Solo 
diharapkan terus mengembangkan motif-motif asli solo kemudian 
mendaftarkan motif yang telah mereka ciptakan aagar tidak dijiplak 
dan diakui lagi oleh bangsa lain.  
Dengan didaftarkan motif batik mereka, maka akan 
mendapatkan perlindungan untuk menghindari persaingan tidak sehat 
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yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional.  Hal ini 
terlihat secara jelas dalam artikel 1 dari TRIPs Agreement yang 
berbunyi: 
Members shall give effect to the provisions of this Agreement. 
Members may, but shall not be obliged to, implement in their law 
more extensive protection than is required by this Agreement, 
provided that such protection does not contravene the provisions 
of this Agreement. Members shall be free to determine the 
appropriate method of implementing the provisions of this 
Agreement within their own legal system and practice. 
 
Dari bunyi artikel 1 dapat diketahui bahwa TRIPs menghendaki 
adanya perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual (hak 
cipta) lebih tinggi. Akan tetapi, dalam waktu bersamaan TRIPs juga 
membolehkan setiap negara untuk memperluas ruang lingkup 
perlindungan pada hal-hal baru yang belum ada di dalam persetujuan, 




b. Dari Aspek Struktur Hukum (lega/ structure) 
 
Berkaitan dengan lembaga penegakan hukum di bidang Hak 
Cipta dalam hal ini ialah lembaga-lembaga penegakan hukum seperti 
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Konsultan Hak 
Kekayaan Intelektual yang keduanya diwadahi dalam birokrasi 
penegak hukum. Jadi birokrasi  merupakan  suatu  bentuk  
pengorganisasian  yang mempunyai berbagai karakteristik tertentu, 
seperti spesialisasi, hierarkhi, sistem peraturan,dan tindakan personal. 
Hasil penelitian yang dilakukan terhadap sejumlah pengrajin 
Batik di Laweyan, menyatakan bahwa untuk memperoleh sertifikat hak 
cipta motif batik, harus melalui prosedur yang sangat berbeilit-belit 
dan memakan waktu yang sangat lama. Belum lagi masalah mengenai 
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pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh para petugas
118
. Bahkan 
dalam proses pendaftran yang dilalui, ada petugas yang menawarkan 




Namun pernyataan ini disanggah oleh Tri Yulianto, petugas 
Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa 
Tengah, yang mengatakan bahwa prosedur pendaftaran yang sering 
diungkapkan oleh pendaftar yang memakan waktu yang lam dan 
berbelit-belit, dirasa tidak demikian karena telah ada ketentuan bahwa 
proses pendaftaran sampai memperoleh sertifikat hak cipta 
memerlukan waktu kurang lebih 1 tahun
120
. 
Terkait mengenai pendaftran hak cipta yang berbelit dan 
memerlukan waktu yang lama sebenarnya tidak demikian jika dilihat 
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 Wawancara dilakukan pada tanggal 17 maret 2010 pukul 11.00 WIB., di Departemen 







































Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Hak Kekayaan Intelektual 
Departemen Hukum dan Ham Provinsi Jawa Tengah 2009 
 
Perilaku penegak hukum kita yang masih dengan pola dan 
paradigma lama yang berlaku membuat proses penegakan hukum 
dibidang Hak Cipta masih kurang berperan. Banyaknya praktek 
pungutan liar serta aparat penegak hukum pemerintah yang cenderung 
korup mengakibatkan kurang berperanya hukum didalam masyarakat. 
PERMOHONAN PENDAFTARAN 
HAK CIPTA 
 MENGISI FORMULIR PENDAFTARAN 
 MELAMPIRKAN CONTOH CIPTAAN & URAIAN ATAS CIPTAAN YANG DIMOHONKAN 
 MELAMPIRKAN BUKTI KEWARGANEGARAAN PENCIPTA ATAU PEMEGANG HAK CIPTA 
 MELAMPIRKAN BUKTI BADAN HUKUM BILA PEMOHON ADALAH BADAN HUKUM 
 MELAMPIRKAN SURAT KUASA BILA MELALUI KUASA 








  LENGKAP 
 TIDAK LENGKAP 






Dalam prosedur pemeriksaan administrasi saja sudah dikenakan 
pungutan yang tidak resmi, seperti yang telah dialami para pengrajin 
yang sudah mendaftarkan motif-motif batik yang mereka miliki. 
sehingga mengakibatkan para para pengrajin batik yang lain untuk 
mendaftarkan motif-motif batik yang mereka miliki karena adanya 
pungutan-pungutan yang tidak resmi yang diminta kepada mereka 
dengan dalih agar motif-motif yang mereka daftarkan segera 
memperoleh sertifikat Hak Cipta. Banyak sekali praktek-praktek suap 
dan pungutan liar yang dilakukan oleh abdi negara telah membangun 
kultur yang kurang kondusif. Sering kali dalam setiap pelayanan yang 
diberikan oleh abdi negara kepada warga masyarakat banyak meminta 
imbalan atau sekedar uang pelicin dalam proses pengurusan suatu ijin 
atau pengurusan urusan administratif pemerintahan kepada 
masyarakat. Untuk itu perlu diadakan pembinaan terhadap aparat 
penegak hukum serta instansi yang terkait terhadap Hak Kekayaan 
Intelektual ke arah profesionalisme. Disamping itu perlu juga dibina 
hubungan atau interaksi yang koncfusif antara aparat sebagai abdi 
negara dengan masyarakat sebagai suatu sistem yang saling 
mendukung. 
Jika kita melihat peranan, fungsi birokrasi pelayanan hukum 
Hak Kekayaan Intelektual khususnya dibidang Hak Cipta dalam hal 
birokrasinya masih sangat jauh dari birokrasi yang di inginkan oleh 
para pencipta, birokrasi pelayanan hukum Hak Kekayaan Intelektual 
khususnya dibidang Hak Cipta dan budaya birokrasi kita yang pada 
umumnya masih amburadul. Tidak tersedianya sarana birokrasi 
pendaftaran Desain Industri di daerah-daerah atau di sentra-sentra 
industri batik telah menyebabkan terhambatnya para pengusaha 
pemilik Desain Industri untuk mendapatkan perlindunga dengan 
mendaftarkan motif-motif batik yang mereka miliki. Para pengrajin 
batik yang telah mendaftarkan motif-motifnya menggangap walaupun 
sudah didaftarkan motif mereka jika ada pengrajin yang meniru motif-
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motif yang mereka miliki tidak mau melaporkan hal tersebut ke pihak 
terkait karena alasan biaya dan membuang waktu untuk mengadakan 
penuntutan dalam hal ini Pengadilan Niaga. Sehingga banyak 
pengrajin batik lainnya enggan mendaftrakan motif-motif yang mereka 
miliki yang terus mereka kembangkan. Seharusnya para pihak yang 
terkait dapat turun langsung untuk selalu mangadakan sosialisasi 
pendaftaran Hak Cipta.  
Sampai sekarang pengajuan permohonan Hak Cipta masih 
dilakukan secara sentralistik di Kantor Direktorat Jenderal Hak 
Kekayaan Intelektual, Jl. Daan Mogot Km. 24 Tangerang untuk 
seluruh Indonesia, melalui Kantor wilayah Hukum Dan Ham diseluruh 
Indonesia juga bisa, tapi semua berkas akan dikirim ke kantor pusat 
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Kendala ini sering 
menjadi benturan industri kalangan menengah dan kecii yang 
mempunyai keterbatasan finansial untuk mendaftarkan motif-motif 
batik yang mereka miliki. Sebaliknya perlu dirintis kerjasama antara 
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk penyelenggaraan 
pendaftaran di Kantor Wilayah Hukum Dan Ham di daerah, tidak 
hanya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dilakukan di Kantor 
Wilayah Hukum Dan Ham yang hanya terdapat di ibukota propinsi 
yang hingga kini hanya diberi kewenangan menerima pendaftaran hak 
cipta, paten dan merek. Untuk itu aparat birokrasi Direktorat Jenderal 
Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki peran strategis sebagai pintu 
gerbang dalam hal Hak Kekayaan Intelektual perlu lebih meningkatkan 
kinerja dan kerja sama dengan sub-sub direktorat lain dalam tubuh 
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk menghindari 
doubel perlindungan dengan obyek yang sama, sehingga merugikan 





c. Aspek Budaya Hukum (legal Cultural) 
Budaya hukum atau kultur hukum (legal culture) merupakan 
akumulasi dari variabel-variabel atau faktor-faktor yang menentukan 
bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat 
diterima di dalam kerangka budaya masyarakat. Budaya mana tidak 
hanya merupakan kumpulan dari perilaku dan pola pikir yang saling 
terlepas, tetapi termasuk di dalamnya seluruh nilai sosial yang 
berhubungan dengan hukum, berikut sikap-sikap  yang mempengaruhi 
bekerjanya hukum, tetapi yang bukan merupakan hasil deduksi dari 
substansi dan struktur. Sehingga termasuk di dalamnya rasa hormat 
atau tidak hormat kepada hukum, kesediaan orang untuk mendaftarkan 
Hak Ciptanya dalam hal motif batik yang dimiliki oleh para pengrajin 
maupun tidak mendaftarkan motif batik yang dimiliki karena beberapa 
alasan tertentu, misalnya berbagi merupakan sifat terpuji. 
Pengaruh budaya gotong- royong, komunal dalam masyarakat 
kita, seperti berbagi merupakan sifat terpuji, terutama yang melingkupi 
pengusaha kecil dan menengah telah berpengaruh atas ketaatan hukum 
Hak Cipta. Di sampjng itu, sebagian besar masyarakat kita   masih   
mempunyai   pandangan bahwa pelanggaran, peniruan, penjiplakan di 
bidang Hak atas Kekayaan Intelektual belum dipandang sebagai suatu 
kejahatan yang serius atau "aib" bila dibanding dengan jenis kejahatan 
lainnya. 
Menurut Ibu Tutik, pemilik Batik Gress Tenan, mengatakan 
bahwa selama ini tidak sosialisasi pentingnya pendaftaran hak cipta 
motif batik dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
121
. 
Sedangkan menurut pendapat Bapak Alpha, pemilik Batik Mahkota 
Laweyan, yang mengatakan bahwa tidak perlu didaftarkan karena yang  
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maret 2010, pukul 13.00, di Batik Gress Tenan. 
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terpenting adalah bagaimana produksinya dapat terjual di pasaran 
walaupun motifnya dijiplak oleh pengrajin batik yang lain
122
. 
Praktek-praktek penjiplakan atau meniru produk dari orang lain 
atau kalangan pengusaha dan pengrajin adalah hal yang sudah lazim 
dan biasa terjadi dikalangan pengrajin batik solo. Dan hal tersebut 
dengan sadar dibiarkan saja oleh kalangan pengusaha dan pengrajin 
yang mana produknya atau hasil temuan atau kreasinya dijiplak atau 
pun ditiru. Hal tersebut diperkuat dengan wawancara mendalam 
dengan responden yang mengatakan bahwa para pengusaha kecil 
merasa bahagia dan bangga kalau hasil karya cipta motif batik mereka 
bisa dinikmati oleh pihak lain sehingga mudah tersebar luas di 
masyarakat, secara tidak langsung dapat mengangkat produksinya. 
Wawancara dengan Tri Yulianto, petugas Pelayanan Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah : 
Sosialisasi telah sering dilakukan terhadap para pengrajin 
batik untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap 
pentingnya pendaftaran hak cipta motif batik. Namun respon 




Selanjutnya menurut Agustina Barsono, S.H., Kepala Divisi 
Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia : 
Kurangnya pemahaman para pengrajin batik terhadap 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 
karena budaya masyarakat itu sendiri selain itu juga 
dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Hal ini terbukti, di 
Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah 
baru menerima pendaftaran khususnya motif batik, yaitu 
Kabupaten Karanganyar yang mendaftarkan motif batiknya
124
. 
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Lebih jauh aspek hukum lain yang berhubungan budaya hukum 
ialah kesadaran hukum, tingkat kepatuhan hukum seseorang itu 
senantiasa tergantung atau terpengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum, 
artinya bagaimana seseorang dapat mentaati hukum, kalau ia tidak 
memahami peraturan atau hukum tersebut. Rendahnya kesadaran 
hukum masyarakat di bidang Hak Cipta banyak disebabkan bleh 
pengetahuan dan pemahaman tentang ketentuan hukum Hak Kekayaan 
Intelektual  pada umumnya dan khususnya Hak Cipta masih sangat 
rendah pula, sehingga perlu sosialisasi yang terus menerus melalui 
sarana pendidikan sebagai upaya pemberdayaaan masyarakat di bidang 
Hak Kekayaan Intelektual. Kurangmya pendidikan mengenai Hak 
cipta, membuat para pengrajin batik tidak berkeingan mendaftarkan 
hasil kreasi mereka melalui motif-motif yang mereka buat. Perlu 
dilakukan di sini pendidikan dan pengetahuan mengenai Hak 
Kekayaan Intelektual sejak dini untuk dapat terciptanya budaya hukum 
masyarakat yang mendukung dan memperkuat pentingnya pendaftaran 
Hak Cipta terhadap motif-motif batik yang mereka miliki. 
Dari hasil penelitian di lapangan, menunjukkan bahwa ada 
beberapa hal yang menyebabkan pencipta seni batik tidak 
memanfaatkan Undang-Undang Hak Cipta, khususnya dalam 
perlindungan ciptaannya, diantaranya , yaitu : 
a. Masih banyak pencipta seni batik yang tidak mengetahui adanya 
Undang-Undang Hak Cipta, khususnya para pengusaha batik di 
tingkat menegah ke bawah. Kalau ada diantara pengusaha batik itu 
ada yang mengetahui Undang-Undang Hak Cipta namun mereka 
tidak perlu menganggap penting undang-undang tersebut (bersifat 
apatis). 
b. Dalam prosedur pendaftaran hak cipta dirasakan terlalu mahal 
biaya pendaftaran dan prosedurnya yang berbelit-belit dan 
memakan waktu yang lama membuat para pengrajin batik enggan 
mendaftarkan motif-motif batik yang mereka miliki. 
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c. Adanya budaya dari para pengrajin batik bahwa suatu penjiplakan 
atau peniruan motif batik merupakan suatu hal yang sudah biasa 
karena mereka beranggapan bahwa para pengusaha kecil merasa 
bahagia dan bangga kalau hasil karya cipta motif batik mereka bisa 
dinikmati oleh pihak lain sehingga mudah tersebar luas di 
masyarakat, secara tidak langsung dapat mengangkat produksinya. 
Bagi pengusaha batik yang tergolong menegah kebawah 
(UMKM), masih jarang mendaftarkan karya seni batiknya dengan 
alasan antara lain: motifasi untuk mendaftarkan hak cipta masih 
rendah. Hal ini dikarenakan para pengrajin batik hanya menggangap 
pentik apabila produknya laku terjual (lebih pada kepentingan 
ekonomi), dan belum memikirkan pentingnya kegunaan  hak cipta bagi 
produk yang dihasilkan.  
Khusus bagi pengrajin batik ada anggapan bahwa motif batik 
telah ada dan berkembang sejak dulu, sehingga sebagian besar sudah 
merupakan motif baku. motif yang ada dan berkembang saat ini 
merupakan hasil dan pengembangan motif yang telah ada dan hasil 
modifikasi sesuai dengan perkembangan jaman dan selera masyarakat. 
Apabila ada piak lain yang membuat motif baru atau melakukan 
modifikasi motif batik yang kemudian ditiru oleh pihak lain maka hal 
itu tidak menjadi masalah dan tidak dianggap sebagai suatu 
pelanggaran malah mereka bangga kalau motif mereka ditiru oleh 
pihak lain. disamping itu ada suatu hal penting diperhatikan ,yaitu 
selama suatu motif batik merupakan motif tradisional maka motif 
tersebut tidak dapat didaftarkan untuk mendapatkan hak cipta karena 
motif  tersebut merupakan budaya tradisional bangsa indonesia. Untuk 
itu, motif batik tradisional tersebut menjadi milik bersama bangsa 
indonesia. 
Permasalahan-permasalahan dalam hal perlindungan 
pendaftaran motif batik solo oleh para pengrajin sangatlah kurang, 
mereka hanya mementingkan perputaran dagang saja  dari pada 
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keinginan mendaftarkan motif batik yang mereka miliki. sedangkan di 
negara lain telah membuat trobosan-trobosan baru agar para pengrajin 
untuk mengajukan perlindungan hukum dengan mendaftarkan motif 
yang mereka kembangkan.  
Berdasarkan data yang telah di paparkan diatas maka 
dikemukakan bahwa kendala dalam pentingnya perlindungan 
pendaftaran terhadap motif batik Solo yaitu dari sisi masyarakat itu 
sendiri khususnya para batik Solo itu sendiri kurang adanya minat 
untuk mendaftarkan motif batik yang mereka miliki karena 
mengganggap prosedur yang berbelit-belit dan biaya yang mahal. Oleh 
karena itu perlu suatau upaya sosialisasi untuk menigkatkan kesadaran 
para pengusaha batik khusus wilayah solo, upaya sosialisasi telah 
ditempuh oleh Dinas Perindustrian, serta dari sub Bagian Hak 
Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa 
merupakan sesuatu yang tidak dapat diabadikan keberadaannya. 
Sehingga sangat jelas, jika kondisi hukum suatu bangsa itu efektif, 
maka pembangunan ekonomi pun akan mudah untuk dilaksanakan. 
Namun, sebaliknya jika hukum tidak mampu berperan secara efektif, 
maka dapat dipastikan akan berdampak buruk terhadap pembangunan 
ekonomi. 
Kondisi ini tentu berlaku pula bagi Indonesia sebagai sebuah 
Negara yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan ekonomi. 
Apalagi, tatkala Indonesia menyatakan diri dalam konstitusinya 
sebagai negara hukum (rechtstaat). Dari sini tersirat pula bahwa 
Indonesia menghendaki dua hal. Pertama, hukum diharapkan dapat 
berfungsi; Kedua, dengan hukum dapat berfungsi, maka pembangunan 
ekonomi pun akan mudah untuk direalisasikan. Sejalan dengan 
pemikiran ini, kalu dikaji dari sisi politik hukum acapkali 
pembentukan hukum, khususnya hukum ekonomi tak selalu sinkron 
dengan harapan-harapan tersebut. Sebagi faktor yang menjadi pemicu 
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tidak adanya kesinkronan ini karena banyak kepentingan yang 
berkembang di seputar pembentukan hukum. Kasus riil yang terjadi 
adalah dalam pembentukan hukum Hak Cipta. Politik hukum yang 
berkembang berupa adanya tarik menarik antara kepentingan nasional 
dan asing. Alhasil, hukum yang dapat dijadikan sarana bagi 
pembangunan ekonomi nampaknya menjadi sia-sia karena yang 
dikedepankan justru kepentingan asing yang dominan.Oleh karena itu, 
penting dipahami bagian yang mana semestinya segera dilakukan 
pembentukan hukum hak cipta guna merubah orientasi dari hukum hak 
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A. Kesimpulan  
1. Alasan pengrajin batik Solo tidak memanfaatkan instrumen pendaftaran 
Hak Cipta Motif Batik Solo antara lain masih rendahnya tingkat kesadaran 
hukum pengrajin batik, tidak mengganggap penting perlindungan hukum 
terhadap pendaftaran hak cipta motif batik, biaya pendaftaran hak cipta 
yang mahal dan prosedur pendaftaran hak cipta yang berbelit-belit. 
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam upaya pendaftaran terhadap 
karya cipta batik Solo dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 
tentang Hak Cipta, meliputi : 
a. Substansi; masih banyak pencipta seni batik yang tidak mengetahui 
adanya Undang-Undang Hak Cipta, khususnya para pengusaha batik di 
tingkat menegah ke bawah. Sehingga perlindungan hukum terhadap 
pengrajin batik belum dapat dilaksanakan secara maksimal. 
b. Struktur; pelayanan dari petugas Direktorat jendrak Hak atas Kekayaan 
Intelektual belum bekerja dengan baik sehingga mengakibatkan 
prosedur yang berbelit-belit dan biaya pendaftaran yang mahal. 
c. Budaya; budaya para pengrajin batik bahwa suatu penjiplakan atau 
peniruan motif batik merupakan suatu hal yang sudah biasa karena 
mereka beranggapan bahwa para pengusaha kecil merasa bahagia dan 
bangga kalau hasil karya cipta motif batik mereka bisa dinikmati oleh 
pihak lain sehingga mudah tersebar luas di masyarakat, secara tidak 
langsung dapat mengangkat produksinya. 
 
B. Implikasi 
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak 
memenuhi faktor-faktor keefektifan hukum, akibatnya Undang-Undang 
Hak Cipta tidak dapat berjalan secara efektif dan perlindungan hukum 
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terhadap pengrajin batik Solo tidak dapat dilakukan secara maksimal oleh 
pemerintah.  
2. Kurang pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Hak Cipta, 
perilaku penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dan budaya 
hukum dari masyarakat menyebabkan efektifitas Undang-Undang Hak 
Cipta tidak akan berlangsung dengan baik. 
 
C. Saran 
1. Perlu adanya sosialisasi akan pentingnya pendaftaran hak cipta motif batik 
kepada para pengusaha batik di Solo oleh Direktorat Jendral Hak 
Kekayaan Intelektual. Hal ini dilakukan untuk meingkatkan kesadaran 
hukum masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran hak cipta motif 
batik. 
2, Perlu penyederhanaan prosedur pendaftaran hak cipta dan pemberantasan 
adanya pungutan liar yang dapat dilakukan dengan pendaftaran secara 
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